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PEDOMAN TRANSLITERASI 
1. Konsonan 
 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan 
Tidak  dilambangkan 
ب ba b Be 
ت ta t Te 
ث sa s es (dengan titik di  atas) 
ج jim j Je 
ح ha h ha (dengan titk di bawah) 
خ kha kh ka dan ha 
د dal d De 
ذ zal z zet (dengan titik di atas) 
ر ra r Er 
ز zai z Zet 
س sin s Es 
ش syin sy es dan ye 
ص sad s es (dengan titik di bawah) 
ض dad d de (dengan titik di bawah) 
ط ta t te (dengan titik di bawah) 
ظ za z zet (dengan titk di bawah)  
ع ‘ain ‘ apostrop terbalik 
غ gain g Ge 
ف fa f Ef 
ق qaf q Qi 
ك kaf k Ka 
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ل lam l El 
م mim m Em 
ن nun n En 
و wau w We 
ه ha h Ha 
ء hamzah , Apostop 
ي ya y Ye 
Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 
(). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut : 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
 Fathah A A 
 Kasrah i I 
 Dammah u U 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 
  
fathah dan ya 
 
ai 
 
a dan i 
 
  
fathah dan wau 
 
au 
 
a dan u 
 
 
 
x 
 
 
3. Maddah 
Maddah  atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 
 
 
Harkat dan 
Huruf 
 
Nama 
 
Huruf dan Tanda 
 
Nama 
 
  
fathah dan alif 
atau ya 
 
a 
 
 
a dan garis di 
atas 
  
kasrah dan ya 
 
i 
 
i dan garis di 
atas 
 
  
dammah dan 
wau 
 
u 
 
u dan garis di 
atas 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup 
atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasinya 
adalah [t]. Sedangkan  ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun 
transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 
ta marbutah  itu transliterasinya dengan [h]. 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydid ( ّ◌), dalam transliterasinya ini dilambangkan  
dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Jika huruf ي ber-tasydid  di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah (ﹻ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah(i). 
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6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ﻻ 
(alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 
ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah 
Maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf 
langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 
mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).  
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (‘) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah 
terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 
berupa alif. 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata,istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 
Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak 
lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an 
(dari al-Qur’an), sunnah,khusus dan umum. Namun, bila kata-katatersebut 
menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus 
ditransliterasi secara utuh. 
9. Lafz al-Jalalah (ﷲ) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 
atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi 
tanpa huruf hamzah. 
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Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz a-
ljalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf  kapital (All caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan 
huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku 
(EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal 
nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan 
kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang 
ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan 
huruf awal kata sandangnya.  Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf 
A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan 
yang sama juga berlaku untuk  huruf awal dari judul referensi yang 
didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun 
dalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR). 
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ABSTRAK 
NAMA : MUH IKHO HASMUNIR 
NIM : 10100113068 
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP NIKAH SIRRI 
DAN DAMPAKNYA PADA MASYARAKAT DI 
KECAMATAN PANAKKUKANG KOTA MAKASSAR 
 Praktek nikah sirri masih menjadi fenomena sosial yang cukup marak dan 
masih jadi ajang perdebatan di masyarakat. Praktek nikah sirri banyak dilakukan 
di masyarakat awam yang tidak paham akan Hukum, walaupun tidak menutup 
kemungkinan pernikahan sirri banyak dilakukan oleh orang yang  memahami 
akan Hukum. Sebgaian masyarakat yang masih awam dengan hukum 
menganggap nikah sirri sebagai jalan keluar yang baik dan tidak ada unsur dosa 
didalamnya karna dilakukan menurut agama. Hanya saja tidak dicatatkan oleh 
pegawai pencatat nikah dalam hal ini KUA ( kantor urusan agama ) sehingga tidak 
memiliki aotentik. Padahal jika tau dan paham akan hukum pernikahan sirri 
banyak menimbulkan persoalan-persoalan yang kelak yang mungkin terjadi pada 
istri saja akan tetapi terhadap anak yang dilahirkannya. 
 Adapun rusumusan masalah yang saya angkat yaitu bagaimana praktek 
Nikah Sirri, dampak dari Pernikahan Sirri, dan tinjauan Hukum Islam terhadap 
Nikah sirri, Penelitian ini berusaha mengungkap  praktek nikah sirri, dan 
sebagaimana dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat kecamatan 
panakkukang kota Makassar. Latar belakang penelitian ini adalah mengingat 
besarnya presentase angka pernikahan sirri yang terjadi di kecamatan 
panakkukang kota Makassar dan pengumpulan data yang digunakan adalah 
dengan melalui teknik observasi dan wawancara. Sedangkan pendekatan yang 
digunakan adalah  pendekatan yuridis sosiologis. 
 Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan yaitu baik mereka penduduk 
asli maupun pendatang proses nikah sirripun ada yang memanfaatkan wedding 
organizer. Berbagai macam aspek alasan para pelaku melakukan Nikah Sirri. 
diantaranya adalah masih dibawah umur, faktor ekonomi, latar belakang 
pendidikan yang sangat rendah, kurangnya pemahaman tentang UU No. 1 tahun 
1974 tentang perkawinan terutama keharusan mencatatkan perkwinan di kantor 
urusan agama (KUA). Melainkan juga dampak negatif disini justru lebih banyak, 
seperti halnya hak dan kewajiban masing – masing suami dan istri tidak berjalan 
dengan baik, hubungan sosial dalam masyarakat menjadi renggang.serta anak 
yang dihasilkan dari pernikahan sirri tersebut tidak dapat dikatakan seagai anak 
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yang sah. Oleh karna itu, hendaknya pernikahan sirri di kecamatan panakkukang 
kota makassar ini seyogyanya harus dicegah karna lebih banyak mudharatnya dari 
pada maslahahnya.  
Imlpikasi dari penelitian ini adalah Untuk meminimalisir munculnya 
angka pernikahan sirri di Kecamakatan Panakkukang Kota Makassar, Untuk 
memberikan penyadaran baru terhadap masyarakat di Kecamakatan panakkukang 
Kota Makassar. Bahwa pernikahan harus dilakukan sesuai aturan agama dan 
Undang – Undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah  
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  BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
 
  Allah telah menciptakan makhluknya dengan berpasang-pasangan dengan 
sumber pokok yang sama. Hal ini mengisyaratkan bahwa keduanya adalah 
bermitra dan sejajar, yang harus saling membutuhkan, saling melengkapi, saling 
menghormati, tidak ada yang merasa superior dan inferior keduanya adalah sama 
sejajar.  
Pernikahan adalah sebagai ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan 
sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang 
bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan yang maha esa.1 Sesuai Firman Allah 
swt.  
 Allah menjadikan perkawinan yang di atur menurut syari’at Islam sebagai 
penghormatan dan penghargaan yang tinggi terhadap harga diri, yang diberikan 
oleh Islam khusus untuk manusia diantara makhluk-makhluk yang lain.2 Dengan 
adanya suatu pernikahan yang sah, maka pergaulan laki-laki dan perempuan 
menjadi terhormat sesuai dengan kedudukan manusia yang berperadaban, serta 
dapat membina rumah tangga dalam suasana yang damai, tentram, dan penuh 
kasih sayang antara suami istri. 
                                                          
 1Republik indonesia Undang –undang nomor  1 tahun 1974. Tentang perkawinan, (Cet.1; 
Jakarta: graha media press. 2014), h.2. 
2Mahmud al-Shabbaqh Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam, ahli Bahasa 
Bahruddin Fannami,Cet ke 3 (Mesir; Dar al-I’tisham 2004)  h. 23 
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Berdasarkan kodratnya, manusia selalu berusaha mempertahankan hidup 
dan kelangsungan komunitasnya. Naluri mereka diwujudkan dengan perkawinan 
yang mempunyai tujuan untuk mendapatkan keturunan. Hal ini sangat relevan 
dengan salah satu dorongan kesatuan biologis pada setiap manusia yang hasrat 
ingin mempertahankan keturunan.3 
Dalam kajian Hukum Islam maupun Hukum positif di Indonesia perkawinan 
dapat dilihat dari tiga segi yaitu segi Hukum, Sosial dan ibadah.4 Pertama, dari 
segi Hukum, Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang sangat kuat dan kokoh 
dalam al-Qur’an disebut sebagai mitsaqan qhalidzan. Kedua, segi sosial, dalam 
hal ini perkawinan telah mengangkat martabat perempuan sehingga tidak di 
berlakukan sewenang-wenang karna dalam pernikahan tersebut lahirlah anak-anak 
yang sah, ketiga, dari segi ibadah, dalam hal ini perkawinan merupakan suatu 
kejadian yang penting dan sakral serta mengandung nilai ibadah. Bahkan telah 
disebutkan dengan tegas oleh Nabi Muhammad saw. bahwa perkawinan 
mempunyai nilai kira-kira sama dengan separuh nilai keberagamaan.5 
Apabila dari tiga segi tersebut telah mencakup semuanya, maka tujuan 
pernikahan sebagaimana yang di impikan oleh syari’at Islam akan tercapai yaitu 
keluarga sakina, mawaddah, warohmah. Ketiga segi tersebut tidak bisa dipisahkan 
satu sama lain, apabila salah satunya terabaikan maka akan terjadi ketimpangan 
                                                          
3Kansil,Ppengantar Ilmu Hukum dan  Tata Hukum Indonesia, ( Jakarta ; Balai 
Pustaka1989) h. 2 
4Kama l Mukhtar, asas-asas Hukum islam tentang perkawinan  (Cet.3;  Jakarta: bulan 
bintang,1993) 
5Khairuddin Nasution, Hukum Perkawinan ( Yogyakarta; academia, tazzafa 2005) h.27 
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dalam pernikahan sehingga tujuan dari perkawinan tersebut tidak tercapai dengan 
baik. 
Perkawinan dalam Islam mempunyai syarat dan rukun, dan apabila telah 
dipenuhi maka Hukumnya sah. Hal ini berbeda dengan pandangan peraturan 
perkawinan indonesia yang menyatakan bahwa perkawinan yang dicatatkan pada 
pejebat yang berwenang, maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan 
Hukum.  
Di Indonesia, Hukum yang mengatur cara pernikahan yang sah menurut 
Hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 
tentang perkawinan dan kompilasi Hukum Islam (KHI). Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “ Tiap-tiap perkawinan 
harus di catat dalam peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku”.6  Ketentuan 
ini lebih lanjut di perjelas dalam bab 11 peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 
1975 yang intiya:  sebuah pernikahan baru memiliki kekuatan Hukum dihadapan 
Undang-Undang  jika di laksankan menurut aturan agama dan telah di catatkan 
oleh pegawai pencatat nikah. Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “Agar 
terjamin ketertiban bagi masyarakat Islam maka setiap perkawinan harus di 
catat”.7  Sedangkan berdasarkan konsep konvensional pernikahan di katakana sah 
apabila telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan. 
                                                          
 6 Republik indonesia Undang –undang nomor  1 tahun 1974. Tentang perkawinan Pasal 
2 ayat (2). h.2. 
7 Republik indonesia Undang –undang  nomor  1 tahun 1974. Tentang perkawinan, Pasal 
5 ayat (1) ,  h.335 
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Menurut Madzhab Syafi’I yang termasuk rukun perkawinan adalah akad. (shiqat 
ijab qabul). Calon laki-laki dan perempuan,saksi, dan orang tua (wali). Selain itu 
Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa 
perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing agama 
dan kepercayaan.8 
Kaitannya dengan nikah Sirri, ada tiga pengertian yang terkait dengan istilah 
ini. Pertama, nikah Sirri yang didefinisikan dalam figh, yaitu nikah yang 
dirahasiakan yang hanya diketahui oleh pihak terkait dalam akad tersebut yaitu 
dua orang saksi, wali, dan kedua mempelai dimana mereka untuk menrahasiakan 
pernikahan itu. Kedua, nikah Sirri yang persepsikan masyarakat, yaitu pernikahan 
yang dilakukan menurut agama tampa dicatatkan secara resmi ke Kantor Urusan 
Agama (KUA). Ketiga, nikah Sirri menurut kalangan mahasiswa, dimana mereka 
di nikahkan oleh kelompoknya yang di anggap mempunyai pengatahuan lebih 
serta pernikahan tesebut tampa sepengetahuan walinya.  
Menurut Hukum Islam nikah Sirri Hukumnya sah apabila sudah terpenuhi 
syarat dan rukunnya walaupun secara penuh belum melaksanakan sunnah Nabi 
dalam hal pernikahan. Dalam konteks kekinian, khususnya di Indonesia, aturan itu 
di tambah lagi dengan kewajiban untuk mencatat perkawinan ke Kantor Urusan 
Agama (KUA)  dengan maksud agar kedua pasangan itu dapat “payung Hukum” 
jika terjadi hal-hal yang tidak di inginkan di kemudian hari. Apabila dalam 
                                                          
8Republik indonesia Undang –undang  nomor  1 tahun 1974. Tentang perkawinan  Pasal 2 
ayat (1).  h.2 
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mengarungi kehidupan rumah tangga mereka mendapatkan persoalan, maka 
mereka akan memperoleh bantuan Hukum yang berlaku. 
Dari berbagi defenisi tersebut yang di maksud nikah Sirri ini adalah 
pernikahan yang dilakukan pada hanya berdasarkan aturan (Hukum) agama saja, 
dengan mengabaikan sebagian atau beberapa aturan Hukum positif yang berlaku, 
sebagaimana yang di jelaskan dalam Undang-Undang perkawinan Nomor 1 tahun 
1974 tentang perkawinan, pasal 2 bahwa setiap perkawinan dicatatkan secara 
resmi pada Kantor Urusan Agama (KUA). Sedangkan instansi yang dapat 
melaksanakan perkawinan adalah Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang 
beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama non-Islam.9 
Di kecamatan panakkukang   yang berada di kota Makassar, di mana 
berdasarkan pengamatan awal yang di lakukan oleh penyusun masih banyak 
terdapat masyarakat pandang yang melakukan nikah Sirri. Masyarakat merasakan 
adanya pernikah Sirri sebagai fenomenan perkembangan kehidupan, dan 
sebagaian  dari masyarakat sudah menganggap nikah Sirri adalah suatu 
kewajaran, karna menurut mereka nikah Sirri lebih baik dari pada berbuat zina, 
dan juga ketidaktahuan masyarakat terhadap dampaknya pernikahan Sirri, karna 
mereka miskin akan akses informasi, pendidikan dan emonomi. 
Berdasarkan pempaparan di atas,  maka pendorong menyusun untuk meneliti 
dan mengkajinya lebih lanjut dalam wujud skripsi  “tinjauan Hukum Islam 
                                                          
9Happy Susanto, Nikah Sirri apa untungnya?, Cet.1: ( Jakarta: Visimedia, 2007), h. 22.  
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terhadap Nikah Sirri dan Dampaknya pada Masyarakat di Kecamatan 
Panakkukang Kota Makassar” 
B. Fokus penelitian dan deskripsi fokus 
Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai pembahasan 
skripsi ini, diperlukan beberapa penjelasan yang berkaitan yakni : 
1. Tinjauan 
Tinjuan artinya pemeriksaan yang teliti, kegiatan pengumpulan data, 
pengelolan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis 
dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.10 
 
2. Hukum Islam 
Hukum Islam adalah aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah atau 
ditetapkan pokok-pokoknya agar manusia menggunakannya dengan 
saudaranya sesame muslim, sesame manusia, dan hubungannya dengan 
alam serta hubungannya dengan hidup.11 
3. Nikah Sirri  
Kata Sirri berasal dari bahasa arab yaitu sirrun ﺮﺳ  (  ) yang mempunyai arti  
“rahasia” dalam termologi Fiqh Maliki, nikah atas pesan keluarga 
                                                          
10 KBBI ofline. Versi 1.2. Ebta Setiawan. Pusat Bahasa: KBBI Daring Edisi III.2010. 
11  Dr. H. Supardin, M.H.I. Fiqh Peradilan Agama di Indonesia.  ( Cet.I; Alauddin 
University Press). h.32 
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setempat menurut terminologi ini, nikah Sirri adalah tidak sah. Sebab 
nikah Sirri selain dapat mengandung fitnah, tuhmah, dan so’udhon.12   
4. Dampaknya  
Dampaknya adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif 
maupun positif). 13 
berfokus pada Tinjauan Hukum Islam terhadap Nikah Sirri dan 
Dampaknya pada Masyarakat di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, 
perumusan masalah yang menjadi dasar pembahasan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Bagaimana pelaksanaan nikah Sirri di kecamatan panakkukang 
kota Makassar ? 
2. Bagaimana dampaknya dari pernikahan Sirri yang di lakukan 
Masyarakat di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar ? 
3. Tinjauan Hukum Islam terhadap Nikah Sirri ? 
 
                                                          
12 Shodiq dan Sholahuddin Chaery, Kamus Istilah Agama: Menurut Berbagai Istilah 
Agama yang  Bersumber dari Al-Quran, Hadits, dll., (Cet.I; Jakarta: CV. Sient Tarama, 1983), 
hlm. 871 
13 KBBI ofline. Versi 1.2. Ebta Setiawan. Pusat Bahasa: KBBI Daring Edisi III.2010. 
8 
 
 
 
 
D. Kajian Pustaka  
Yang PERTAMA, Wannimaq Hasbul “perkawinan terselubung diantara 
berbagai  pandangan” Tahun 1994 yang menjelaskan bahwa pada dasarnya nikah 
Sirri itu sah menurut Hukum Islam karena telah terpenuhi syarat dan rukunnya. 
Wannimaq juga menganggap nikah Sirri sebagai pernikahan yang dilakukan 
dengan pura-pura yang hanya sekedar sah menurut agama sebagai jalan pintas atas 
tujuan-tujuan tertentu dari para pelakunya.. 
Yang KEDUA. Karya Abu Zahrah yang berjudul “Muhadarah fi ‘Aqd az-
Zawaj wa Asarihi”, di dalam kitab tersebut beliau hanya menjelaskan tentang 
syarat dan rukun nikah serta perkataan Abu Bakar as Siddiq yang menyatakan 
bahwa nikah Sirri hukumnya tidak sah sampai pernikahan tersebut dipublikasikan 
dan dipersaksikan. Kitab “Al-Jami’ li Ahklam al-Qur’an” karya al-Qurtubi jilid III  
terdapat suatu pernyataan yang berkaitan dengan keharusan ketundukan rakyat 
kepada penguasa, dan juga keharusan seorang ‘ulama untuk tunduk kepada 
pemerintah yang sah, dalam hal ini kaitanya dengan peraturan pemerintah tentang 
pencatatan perkawinan.. 
Yang KETIGA. Asriadi Rijal, dalam skripsinya yang berjudul “Kedudukan 
Waris Anak Dari Nikah Sirri Berdasarkan Putusan MK no 46/PUU-VIII/2010 
Dalam Perspektif Hukum Islam” disusun pada tahun 2013,  yang membahas 
tentang salah satu dampaknya dari Nikah Sirri berdasarkan putusan MK kemudian 
di tinjau dari segi Hukum Islam.  
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Yang KEEMPAT. Adin Sababa ” Keabsahan Kawin Sirri Berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”  dalam skripsi ini 
membahas Sirri ialah masih dirahasiakan, artinya belum diberitahukan kepada 
umum, biasanya  dilakukan ijab dalam kalangan terbatas, dimuka pak Kyai atau 
tokoh Agama, tampa kehadiran petugas KUA. Dan tentu saja tidak memiliki surat 
nikah yang resmi. Kawin Sirri dilakukan sebab umur kedua calon mempelai 
belum cukup. Menurut Undang-Undang perkawinan, wanita minimal 16 Tahun, 
dan pria minimal 19 Tahun (pasal 7 ayat (1) ). Atau mungkin ada sebab lain. 
Yang KELIMA. Ahmad Rofiq dalam karyanya ”Hukum Islam di Indonesia” 
menyatakan bahwasanya nikah Sirri tetap sah karena standar sah dan tidaknya 
suatu perkawinan adalah ditentukan oleh norma-norma agama dari pihak-pihak 
yang  melakukan pernikahan tersebut.  
Berdasarkan kajian pustaka dan penelusuran data yang telah penulis 
lakukan, ada beberapa yang membahas pernikahan Sirri, akan tetapi dari beberapa 
karya ilmiah maupun lainnya belum ada yang mengangkat topic penelitian yang 
penyusun angkat. Oleh karna itu penyusun beranggapan bahwa topik ini masih 
layak untuk di bahas lebih lanjut. 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Berdasarkan pokok masalah di atas maka, tujuan dari pembahasan skripsi ini 
adalah:  
1. Tujuan penelitian  
a. Untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan nikah Sirri di 
kecamatan panakkukang kota Makassar 
b. Untuk memberikan gambaran dampaknya nikah Sirri pada 
masyarakat di kecamatan panakkukang kota Makassar. 
 
2. Manfaat penelitan 
a. Kegunaan akademik untuk memenuhi satu syarat guna 
memperoleh gelar S1 dalam bidang Hukum Islam.  
b. Untuk memberikan penyadaran baru bagi masyarakat, bahwa 
pernikahan seharusnya dilakukan sesuai dengan aturan agama 
dan Undang-Undang yang telah di tetapkan oleh pemerintah.  
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BAB II 
TINJAUAN TEORETIS 
 
A. PENGERTIAN  PERKAWINAN 
 
 Dalam bahasa Indonesia, Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang 
menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan 
hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, 
berasal dari kata “nikah” (حﺎﻜﻧ) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, 
saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi). Kata “nikah” 
sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (coitus), juga untuk arti akad 
nikah.P0F1 
 Menurut syarak, perkawinan adalah akad serah terima antara pria dan 
wanita dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk 
membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang 
sejahtera.2 
 Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan yang dimaksud 
perkawinan adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitzaqan 
ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan 
                                                          
1Abdul Rahman Ghazaly,  Fiqh Munakahat, (Cet.I; Bogor: Kencana Prenada Media 
Group, 2003), h. 7. 
 2M.A Tihami,  Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap (Cet. IV;  Jakarta: Rajawali 
Pers, 2014), h. 8.  
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ibadah.3 Menurut Undang-Undang RI No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan 
dijelaskan bahwa perkawinan adalah Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara 
seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk 
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 
Maha Esa.4 
 Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah 
suatu perjanjian suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara 
seorang pria dengan seorang wanita yang membentuk keluarga yang kekal, penuh 
kasih sayang, tentram dan bahagia.5 
 
1. Hukum Perkawinan 
Para fukaha membagi hukum perkawinan ke dalam lima bagian, yaitu: 
wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah, yang kesemuanya tergantung pada 
kondisi pribadi seseorang.6 Adapun uraiannya sebagai berikut:  
a. Wajib 
Wajib hukumnya menikah apabila seseorang telah mampu menikah baik 
dari segi fisik, mental dan materi dan dikhawatirkan terjebak dalam perbuatan 
zina bila tidak menikah. Dengan asumsi bahwa menjauhkan diri dari yang haram 
                                                          
 3Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (Cet. I; Jakarta: Gama Press, 2010), h. 3.   
 4Republik Indonesia, Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Cet. I; 
Jakarta: Gama Press, 2010), h. 2.   
 5Amiur Nuruddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan 
Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI, Edisi I (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada 
Media Group, 2004), h. 40. 
 6 M. Ali hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam (Cet. I; Jakarta: Siraja 
Prenada Media Group, 2003), h. 7-10.  
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adalah hukumnya wajib. Menurut Imam Al-Qurtubi, mengatakan bahwa “seorang 
bujangan yang mampu menikah dan takut akan diri dan agamanya menjadi rusak, 
sedangkan tidak ada jalan menyelamatkan diri kecuali menikah, maka tidak ada 
perselisihan pendapat tentang wajibnya nikah bagi dirinya. Allah berfirman dalam 
QS An-Nur/24 : 33. 
               
                  
                    
                        
      
Terjemahnya: 
Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian 
(diri) nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. 
dan budak-budak yang kamu miliki yang memginginkan perjanjian, 
hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui 
ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian 
dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu 
paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang 
mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari 
Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka 
Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang 
(kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.7 
 
b. Sunnah 
                                                          
 7Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya (Edisi Khat Madinah; Bandung: 
Syaamil Cipta Media, t.th.), h. 354. 
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Sunnah hukumnya menikah bagi seseorang yang cukup mampu dari segi 
fisik, mental, dan materi apabila ia masih dapat menahan dirinya untuk berbuat 
zina. 
 
c. Mubah 
Mubah sebagai Asal mula hukum nikah, dalam hal ini dibolehkan bagi 
seorang pria yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera 
menikah atau karena alasan-alasan yang mengharamkan nikah. 
 
d. Makruh 
Makruh hukumnya menikah apabila dilakukan oleh seseorang yang tidak 
mampu memberi nafkah kepada istrinya, baik nafkah lahir (Sandang, pangan dan 
papan) maupun nafkah batin (hubungan seksual), meskipun hal tersebut tidak 
merugikan istri karena ia kaya raya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang 
kuat. 
e. Haram 
Haram menikah apabila seseorang meyakini dirinya tidak mampu memenuhi 
nafkah (lahir dan batin) kepada istrinya, sementara nafsunya tidak terlalu 
mendesak, sehingga hanya menyakiti istrinya baik dari segi fisik maupun psikis. 
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2. Dasar Hukum Perkawinan 
a. Al-Qur’an 
Qs. Ar-Rum/30 : 21. 
                   
                   
Terjemahnya: 
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih 
dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.8 
 
Qs. An-Nuur/24 : 32. 
                   
                  
Terjemahnya: 
Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan 
orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang 
lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka 
miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan 
Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.9 
 
b. Hadis 
                                                          
 8Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya,  h. 406.  
 9Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya,  h. 354. 
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 َةَءﺎَﺒْﻟا ُﻢُﻜْﻨِﻣ َعﺎََﻄﺘْﺳا ِﻦَﻣ ِبﺎَﺒ ﱠﺸﻟا َﺮَﺸْﻌَﻣ ﺎَﯾ :ص ِﷲ ُلْﻮُﺳَر َلﺎَﻗ :َلﺎَﻗ ٍدُْﻮﻌْﺴَﻣ ِﻦْﺑا ِﻦَﻋ
 ُﮫﱠﻧِﺎَﻓ ِمْﻮ ﱠﺼﻟﺎِﺑ ِﮫْﯿََﻠَﻌﻓ ْﻊَِﻄﺘَْﺴﯾ ْﻢَﻟ ْﻦَﻣ َو .ِجَْﺮﻔْﻠِﻟ ُﻦَﺼَْﺣا َو ِﺮَﺼَﺒْﻠِﻟ ﱡﺾََﻏا ُﮫﱠﻧِﺎَﻓ ،ْج ﱠوََﺰﺘَﯿَْﻠﻓ َُﮫﻟ 
ﺔﻋﺎﻤﺠﻟا .ٌءﺎَﺟِو 
Artinya: 
Dari Ibnu Mas’ud, ia berkata : Rasulullah SAW  bersabda, “Hai 
para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu 
menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih 
dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. 
  Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, 
karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat”.10 
 
3. Tujuan, Fungsi dan Asas -Asas Perkawinan. 
a. Tujuan Perkawinan 
Banyak ulama yang memberikan deskripsi secara eksplisit mengenai tujuan 
perkawinan tersebut. Para ulama tersebut memberikan argumentasinya dalam 
versi yang berbeda-beda, tergantung dari sudut mana mereka memandang 
perkawinan tersebut.11 
Menurut Abdul muhamin As’ad bahwa tujuan perkawinan adalah menuruti 
perintah Allah dan mengharapkan ridha-nya dan sunnah Rasul, demi memperoleh 
keturunan yang sah dan terpuji dalam Masyarakat, dengan membina rumah tanga 
yang bahagiah dan sejahtera serta penuh cinta di antara suami istri tersebut. 
Sedangkan menurut Abdurrahman I Doi, bahwah Allah telah menciptakan 
pria dan prempuan, sehingga menghasilkan keturunan seta hidup dalam 
kedamaian sesuai dengan perintah Allah SWT. Dan petunjuk Rasulullah SAW. 
                                                          
 10HR. Jamaah 
11Sabri Samin,  Fikih II (Cet. I; Makassar: Alauddin Press, 2010), h. 27. 
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Soemijati, S.H memberikan penjelasan mengenai tujuan perkawinan yaitu 
untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara pria dan 
wanita dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta 
dan kasih saying untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat 
dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariah.12   
Adapun tujuan perkawinan menurut Undang-undang RI No.1 tahun 1974 
tentang perkawinan sebagaimana yang tertera pada pasal (1) adalah untuk 
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 
ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 
(3) disebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga 
yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dalam hal ini yang dimaksud dengan 
“mewujudkan kehidupan rumah tangga” sebagaimana yang disebutkan dalam 
Kompilasi Hukum Islam adalah hendaknya perkawinan itu berlangsung seumur 
hidup dan tidak boleh diakhiri begitu saja. Karena masalah perkawinan bukan 
hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan biologis saja tetapi lebih dari itu 
perkawinan merupakan ikatan lahiriah dan batiniah bagi suami istri. Dengan 
demikian, tujuan perkawinan selain untuk membentuk keluarga yang bahagia juga 
membentuk keluarga yang kekal, ini berarti bahwa perkawinan berlaku untuk 
seumur hidup atau untuk selama-lamanya. Karena itu diharapkan agar pemutusan 
ikatan perkawinan antara suami dan istri tidak terjadi, kecuali karena disebabkan 
oleh kematian salah satu pihak. Pemutusan ikatan perkawinan dengan jalan 
perceraian merupakan jalan terakhir atau solusi alternatif yang ditempuh setelah 
                                                          
 12Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang 
No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Cet. IV; Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 27.  
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usaha-usaha lain termasuk penasehatan dan mediasi kepada kedua belah pihak 
(suami-istri) benar-benar tidak dapat memberikan pemecahan atau jalan keluar 
terhadap permasalahan yang dihadapi. 
Secara fisiologis tujuan perkawinan yaitu sebuah keluarga harus dapat 
menjadi : 
1. Tempat semua anggota keluarga mendapatkan sarana berteduh 
yang baik dan nyaman. 
2. Tempat semua anggota keluarga mendapatkan konsumsi makan-
minum pakaian yang memadai. 
3. Tempat suami-istri dapat memenuhi kebutuhan biologisnya. 
Secara sosiologis tujuan perkawinan yaitu bahwah sebuah keluarga harus 
dapat menjadi : 
1. Lingkungan pertama dan terbaik bagi segenap anggota keluarga. 
2. Unit sosial terkecil yang menjembatangi interaksi positif antara 
individu anggota keluarga dengan masyarakat sebagai unit social 
yang lebih besar. 
b. Fungsi Perkawinan 
Adapun fungsi perkawinan adalah sebagai berikut:  
1) Sebagai sarana pemenuhan kebutuhan biologis yang halal. 
2) Sebagai sarana untuk mendapatkan keturunan yang sah. 
3) Sebagai sarana menggapai kedamaian dan ketenteraman jiwa. 
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c. Asas - Asas Perkawinan 
Perkawinan adalah merupakan suatu asas pokok kehidupan yang paling 
utama dalam kehidupan masyarakat yang sempurna, dengan demikian perlu ada 
asas atau prinsip dalam perkawinan; dalam hal ini Amiur Nuruddin dan Azhar 
Akmal Tharigan, mengemukakan bahwa apabila disederhanakan Asas-  
asas perkawinan itu ada enam, yaitu: 
1) Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia 
dan kekal. 
2) Sahnya perkawinan tergantung pada ketentuan hukum Agama dan 
kepercayaan masing-masing. 
3) Asas monogami. 
4) Calon suami dan calon istri harus telah masak jiwa raganya. 
5) Mempersulit terjadinya perceraian. 
6) Hak dan kedudukan suami istri seimbang.13 
Secara garis besar dalam perundang-undangan, asas-asas dalam perkawinan 
antara lain: 
1) Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. 
2) Asas keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan 
kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan dan harus 
dicatat oleh petugas yang berwenang. 
3) Asas monogami terbuka. 
                                                          
 13Amiur Nuruddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan 
Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI, h. 54 
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4) Asas calon suami dan calon istri telah matang jiwa raganya. 
5) Asas mempersulit terjadinya perceraian. 
6)  Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri. 
7) Asas pencatatan perkawinan.14 
Sedangkan menurut penulis, setelah memahami konteks Peraturan 
perundang-undangan perkawinan dan beberapa ayat yang berkaitan dengan 
perkawinan, penulis berasumsi bahwa pada dasarnya asas-asas perkawinan ada 
lima yaitu: 
1) Asas legalitas pada hakekatnya setiap perkawinan harus mendapatkan 
legitimasi atau legalitas hukum baik yang berkenaan dengan hukum 
Agama (syariat Islam) maupun yang berkenaan dengan hukum Negara 
(Peraturan Perundang-undangan), hal ini dimaksudkan untuk 
memberikan kepastian hukum sebagai jaminan terhadap hak-hak dan 
kewajiban bagi suami istri dan hak-hak dan kewajiban anak-anak yang 
terlahir dari sebuah perkawinan yang sah. Selanjutnya perkawinan baru 
dianggap sah apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing 
Agama/kepercayaan dan dicatat menurut perundang-undangan yang 
berlaku. 
2) Asas sukarela pada prinsipnya perkawinan itu harus ada persetujuan 
secara sukarela bagi pihak pihak yang hendak melangsungkan 
perkawinan termasuk calon mempelai pria, calon mempelai wanita, dan 
                                                          
 14Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Cet. IV; Jakarta: Sinar Grafika, 
2012), h.7. 
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walinya sehingga tidak boleh salah satu pihak dipaksa atau merasa 
terpaksa untuk melakukan perkawinan. untuk menghindari terjadinya 
kawin paksa maka dalam Undang-Undang perkawinan pasal 6 ayat (1) 
mengisyaratkan adanya persetujuan calon mempelai, yang dibuktikan 
dengan surat persetujuan mempelai (model N3). Oleh karena itu, itu 
calon mempelai berhak untuk tidak menandatangani surat persetujuan 
mempelai (model N3) apabila tidak menyetujui perkawinan tersebut. 
Berkaitan dengan hal tersebut penulis berpendapat bahwa pada 
dasarnya perkawinan itu tidak mengenal adanya istilah wali mujbir atau 
wali nikah yang mempunyai hak paksa untuk menikahkan anak 
gadisnya dengan seorang pria dalam batas-batas yang wajar. 
3) Asas kematangan dalam perkawinan tidak semua yang dilalui adalah 
sesuatu yang indah atau sesuatu yang membahagiakan, namun 
terkadang diperhadapkan pada berbagai macam problema atau 
persoalan yang sewaktu-waktu dapat mengancam keutuhan rumah 
tangga, maka dengan demikian kematangan calon mempelai sangat 
diperlukan, hal ini dimaksudkan bahwa calon suami isteri harus matang 
jasmani dan rohaninya untuk melangsungkan perkawinan agar dapat 
mencapai tujuan dari sebuah perkawinan dan mendapatkan keturunan 
yang baik dan sehat. Oleh karena itu, itu dalam Undang-Undang 
Perkawinan ditentukan batas minimal usia untuk kawin yaitu 19 tahun 
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bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Bahkan dianjurkan menikah pada 
usia 25 tahun bagi pria dan 20 tahun bagi wanita.15 
4) Asas kesetaraan antara suami dan istri memiliki kedudukan yang sama 
dalam kehidupan rumah tangga, suami sebagai kepala rumah tangga 
dan istri sebagai ibu rumah tangga sehingga tidak boleh satu pihak 
merasa menguasai sehingga pihak lain merasa tertekan atau merasa 
diperlakukan secara tidak baik.  
4. Rukun dan Syarat Perkawinan 
1. Rukun Perkawinan 
Rukun adalah unsur pokok yang harus ada dan menentukan sah atau 
tidaknya suatu perbuatan hukum.16  
Adapun yang menjadi rukun perkawinan adalah: 
a. Calon mempelai pria dan wanita. 
b. Wali dari calon mempelai wanita. 
c. Dua orang saksi (pria). 
d. Ijab dari wali calon mempelai wanita atau wakilnya. 
e. Qabul dari calon mempelai pria dan wakilnya. 
2. Syarat Perkawinan  
Syarat ialah unsur penting yang termasuk dalam rangkaian perbuatan 
hukum, adapun syarat perkawinan dapat dibagi kedalam dua kelompok yaitu; 
 
 
                                                          
 15 Muhammad Tang, Pengaruh perkawinan usia muda (Makassar: t.p., 2010), h. 24-25. 
16Abdul Rahman Ghazaly,  Fiqh Munakahat, h. 45. 
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a. Syarat menurut syariah 
1) Syarat calon pengantin pria adalah: Beragama Islam, pria, tidak dipaksa, 
tidak beristri lebih dari empat orang, bukan mahram calon istri, tidak 
mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri, mengetahui calon 
istri tidak haram dinikahinya dan tidak sedang dalam ihram haji atau 
umrah atau tidak terdapat halangan perkawinan. 
2) Syarat calon pengantin wanita adalah: Beragama Islam, wanita, tidak 
dipaksa, telah memberi izin kepada wali untuk menikahkannya, tidak 
bersuami dan tidak dalam iddah, bukan mahram calon suami, tidak sedang  
dalam ihram haji atau umrah atau tidak terdapat halangan perkawinan. 
3) Syarat wali yaitu: Beragama Islam, pria, baligh, berakal, tidak dipaksa, 
adil (bukan fasik), tidak sedang ihram haji atau umrah, mempunyai hak 
perwalian dan tidak terdapat halangan perwaliannya. 
4) Syarat saksi yaitu : beragama Islam, pria, baligh, berakal, adil, mendengar 
(tidak tuli), melihat (tidak buta), bisa bercakap-cakap (tidak bisu), tidak 
pelupa, menjaga harga diri (menjaga muru’ah), mengerti maksud ijab-
qabul, tidak merangkap jadi wali. 
5) Syarat ijab-qabul yaitu: adanya pernyataan mengawinkan dari wali, adanya 
pernyataan penerimaan dari calon mempelai, antara ijab dan qabul 
bersambung dan jelas maksudnya, orang yang terkait dengan ijab dan 
qabul tidak sedang ihram atau umrah. 
Selain itu, Mahar juga termasuk dalam syarat  sah perkawinan dan 
merupakan suatu kewajiban, namun dalam penentuannya tetaplah harus 
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mempertimbangkan asas kesederhanaan, kemudahan dan kemampuan. 
Maksudnya adalah bentuk dan harga mahar tidak boleh memberatkan calon 
suami.17 
b. Syarat menurut perundang-undangan 
Perkawinan harus didasarkan dengan persetujuan kedua calon mempelai, 
sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang RI Nomor 1  
tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 6 yang berbunyi:18 
1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. 
2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 
21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. 
3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau 
dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin 
dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih 
hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. 
4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan 
tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari 
wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan 
darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan 
dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. 
                                                          
 17Amiur Nuruddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan 
Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI, h. 66. 
 18Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang 
No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, h. 58. 
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5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut 
dalam ayat (2),(3) dan (4) pasal ini atau salah seorang atau lebih diantara 
mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah 
hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas 
permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu 
mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2),(3),(4) pasal ini. 
Usia calon pengantin minimal 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. 
Dalam hal ini Undang-Undang RI No.1. tahun 1974 tentang Perkawinan pada 
pasal 7 menyebutkan:19 
1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 
(Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam 
belas) tahun.  
2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta 
dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua 
orang tua pihak pria maupun pihak wanita. 
3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang 
tua tersebut dalam pasal 6 ayat 3 dan 4 Undang-Undang ini, berlaku juga 
dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak 
mengurangi yang dimaksud dalam pasal (6) ayat (6). 
Dalam KUHPerdata pria yang belum mencapai umur 18 tahun dan wanita 
belum mencapai umur 15 tahun tidak diperbolehkan untuk kawin.  
                                                          
 19Republik Indonesia, Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, h. 4.  
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Walaupun terjadi perbedaan umur perkawinan, namun untuk mencegah 
terjadinya perkawinan anak-anak agar kedua pihak yang akan menjadi suami istri 
benar-benar harus telah masak jiwa raganya dalam membentuk keluargayang 
bahagia dan kekal sehingga tidak mempermudah terjadinya perceraian. 
 
B.  PENGERTIAN  NIKAH  SIRRI 
Kata Sirri berasal dari kata assiru yang mempunyai arti “rahasia”. Dalam 
terminologi Fiqh Maliki, mikah Sirri yaitu nikah atas pesan keluarga setempat 
Menurut terminologi ini, nikah Sirri adalah tidak sah, sebab nikah Sirri selain 
dapat mengandung fitnah, tuhmah, dan su’udhon.20 
Nikah siri sah secara agama dan atau adat istiadat, namun tidak diumumkan 
pada masyarakat umum, dan juga tidak dicatatkan secara resmi dalam lembaga 
pencatatan negara, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam 
dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama non Islam. Ada kerena faktor 
biaya, tidak mampu membiayai administrasi pencatatan. ada juga disebabkan 
karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai Nikah siri sah 
secara agama dan atau adat istiadat, namun tidak diumumkan pada masyarakat 
umum, dan juga tidak dicatatkan secara resmi dalam lembaga pencatatan negara, 
yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan Kantor 
Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama non Islam. Ada kerena faktor biaya, 
                                                          
 20 Shodiq dan Sholahuddin Chaery, Kamus Istilah Agama: Menurut Berbagai Istilah 
Agama yang  Bersumber dari Al-Quran, Hadits, dll., (Cet.I; Jakarta: CV. Sient Tarama, 1983), 
hlm. 871 
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tidak mampu membiayai administrasi pencatatan. ada juga disebabkan karena 
takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai.21 
Nikah siri yang tidak dicatatkan secara resmi dalam lembaga pencatatan 
negara sering pula diistilahkan dengan Nikah di bawah tangan. Nikah di bawah 
tangan adalah Nikah yang dilakukan tidak menurut hukum negara. Nikah yang 
dilakukan tidak menurut hukum dianggap Nikah liar, sehingga tidak mempunyai 
akibat hukum, berupa pengakuan dan perlindungan hukum.22 
Secara garis besar, definisi nikah Sirri dibagi menjadi 3 bentuk yaitu:  
1. Nikah Sirri diartikan sebagai nikah yang dilangsungkan menurut ketentuan 
syari’at agama, bersifat interen keluarga, dan belum dilakukan pencatatan 
oleh PPN serta belum dilakukan resepsi pernikahan.  
2.  Nikah Sirri diartikan sebagai nikah yang telah memenuhi syari’at Islam 
dan sudah dilakukan pencatatan oleh PPN (Pegawai Pencatat Nikah) dan 
memperoleh akta nikah. 
3. Nikah Sirri diartikan sebagai nikah yang hanya dilangsungkan menurut 
ketentuan syari’at Islam, karena terbentur dengan peraturan pemerintah.23 
Biasanya nikah Sirri dilakukan karena dua pihak belum siap meresmikannya 
atau meramaikannya, namun dipihak lain untuk menjaga agar tidak terjadi hal-hal 
yang tidak diinginkan atau terjerumus kepada hal-hal yang dilarang agama. 
                                                          
 21 Akhsin Muamar, Nikah Bawah Tangan , (Depok: Qultum Media, 2005) hal. 68-78 
 22 Basith Mualy, Panduan Nikah Sirri & akad nikah, (Surabaya: Quntum Media, 2011), 
hal .12 
 23 Amru Abdul Mun’im Salim, Panduan Lengkap Nikah, (Solo: Daar an-Naba’, 2010), 
hlm. 22 
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Pendapat Imam Abu Hanifah, Yang dimaksud dengan nikah Sirri adalah nikah 
yang tidak bisa menghadirkan wali dan tidak mencatatkan pernikahannya ke 
KUA. Beliau menetapkan bahwa wanita yang telah balig dan berakal (dalam 
kondisi normal) maka diperbolehkan memilih sendiri calon suaminya. Dia tidak 
hanya tergantung pada walinya saja. 
Lebih lanjut beliau menjelaskan wanita balig dan berakal juga diperbolehkan 
aqad nikah sendiri baik dalam kondisi perawan atau janda.24 Nikah Sirri, yaitu 
pernikahan yang dilakukan oleh wali pihak perempuan dengan seorang laki-laki 
dan disaksikan oleh dua orang saksi, tetapi tidak dilaporkan atau tidak dicatatkan 
di Kantor Urusan Agama (KUA). 
Istilah nikah Sirri atau nikah yang dirahasiakan memang sudah dikenal di 
kalangan para ulama. Hanya saja nikah Sirri yang dikenal pada masa dahulu 
berbeda pengertiannya dengan nikah Sirri pada saat ini. Dahulu yang dimaksud 
dengan nikah Sirri yaitu pernikahan sesuai dengan rukun-rukun perkawinan dan 
syaratnya menurut syari‟at, hanya saja saksi diminta tidak memberitahukan 
terjadinya pernikahan tersebut kepada khalayak ramai, kepada masyarakat, dan 
dengan sendirinya tidak ada walimatul-‟ursy. Adapun nikah Sirri yang dikenal 
oleh masyarakat Indonesia sekarang ini adalah pernikahan yang dilakukan oleh 
wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan di 
hadapan Petugas Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau tidak 
                                                          
 24 Wahyu Pratama, Makalah Spai (Mozilla Firepox 2009), h. I. 
http://akmapala09.blogspot. com.html (17 Agustus 2017) 
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dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di Kantor 
Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam.25 
C.   NIKAH SIRRI DALAM TINJAUN YUDIRIS 
Rancangan Undang-Undang Nikah Sirri atau Rancangan UndangUndang 
Hukum Materil oleh Peradilan Agama Bidang Perkawinan yang akan 
memidanakan pernikahan tanpa dokumen resmi atau yang biasa disebut sebagai 
nikah Sirri, kini tengah memicu kontroversi di tengah-tengah masyarakat.  
1.  Pasal 143 Rancangan Undang-Undang Pasal 143 RUU yang hanya 
diperuntukkan bagi pemeluk Islam ini menggariskan bahwa setiap orang 
yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak dihadapan pejabat 
pencatat nikah dipidana dengan ancaman hukuman bervariasi, mulai dari 
16 bulan hingga 3 tahun dan denda mulai dari Rp. 6 juta hingga Rp. 12 
juta.26 
2. Pasal 144 Rancangan Undang-Undang Pasal 144 menyebutkan bahwa 
setiap orang yang melakukan perkawinan mut’ah di hukum penjara 
selama-lamanya 3 tahun dan perkawinannya batal karena hukum. RUU itu 
juga mengatur soal perkawinan campur (antar dua orang yang berbeda 
kewarganegaraan). Pasal 142 ayat 3 menyebutkan, calon suami yang 
berkewarganegaraan asing harus membayar uang jaminan kepada calon 
                                                          
25 Irma Devita, Akibat Hukum Dari Nikah Sirri h. I. http://irmadevita.com (15 Februari 
2010) 
 26 Muh.ramli. makalah tentang pernikahan Sirrihttp://kuden-uden.blogspot.com/2013/02/ 
i.html, di akses tanggal  20 Juni 2017 
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istri melalui bank syariah sebesar Rp. 500 juta. Adapun fakta pernikahan 
Sirri kedua, yakni pernikahan yang sah menurut ketentuan syariat namun 
tidak dicatatkan pada lembaga pencatatan sipil, sesungguhnya ada dua 
hukum yang harus dikaji secara berbeda yakni hukum pernikahannya dan 
hukum tidak mencatatkan pernikahan di lembaga pencatatan Negara. 
Berdasarkan keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pernikahan yang 
tidak dicatatkan di lembaga pencatatan negara boleh dianggap sebagai tindakan 
kriminal sehingga pelakunya berhak mendapatkan dosa dan sanksi di dunia. 
Jadi menurut ketentuan dengan negara nikah Sirri tidak sah dan pelakunya 
dapat dijatuhi sanksi. Namun dari aspek pernikahannya, nikah Sirri adalah sah 
menurut ketentuan syariat jika dipenuhi adanya wali dan saksi dan pelakunya 
tidak sehingga tidak berhak dijatuhi sanksi. Pasalnya, suatu perbuatan baru 
dianggap kemaksiatan dan berhak dijatuhi sanksi di dunia dan di akhirat, ketika 
perbuatan tersebut terkategori ”mengerjakan yang haram” dan ”meninggalkan 
yang wajib”. Seseorang baru absah dinyatakan melakukan kemaksiatan ketika ia 
telah mengerjakan perbuatan yang haram atau meninggalkan kewajiban yang telah 
ditetapkan oleh syariat.27 
Berbeda dengan nikah Sirri yang dilakukan tanpa wali atau saksi, golongan 
Syafi’iyah berpendapat hal tersebut tidak sah. Pasalnya, pernikahan yang ia 
lakukan tidak memenuhi rukun-rukun pernikahan yang digariskan oleh Allah Swt.   
                                                          
  27 Abdul Djalil, Fiqh Rakyat; Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan, (Cet.I; Yogyakarta: 
LKIS, 2000),  hlm. 291 
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Adapun rukun-rukun pernikahan adalah wali, dua orang saksi, dan ijab qabul. Jika 
tiga hal ini tidak dipenuhi, maka pernikahan seseorang dianggap tidak sah secara 
syariat. 
Hal-hal positif yang didapat dari penyiaran pernikahan yaitu antara lain :28 
1. Untuk mencegah munculnya fitnah di tengah-tengah masyarakat terhadap 
pasangan yang melakukan pernikahan. 
2. Memudahkan masyarakat untuk memberikan kesaksiannya, jika kelak ada 
persoalan-persoalan yang menyangkut kedua mempelai. 
3. Memudahkan untuk mengidentifikasi apakah seseorang sudah menikah 
atau belum. 
Hal semacam ini tentunya berbeda dengan pernikahan yang tidak disiarkan 
atau dirahasiakan. Selain akan menyebabkan munculnya fitnah, misalnya jika 
perempuan yang dinikahi Sirri hamil maka akan muncul dugaandugaan negatif 
dari masyarakat terhadap perempuan tersebut, pernikahan Sirri juga akan 
menyulitkan pelakunya ketika dimintai persaksian mengenai pernikahannya. Jika 
ia tidak memiliki dokumen resmi (buku nikah dan kartu keluarga), maka dalam 
semua kasus yang membutuhkan persaksian, ia harus menghadirkan saksi-saksi 
pernikahan Sirrinya, dan hal ini tentunya akan sangat menyulitkan dirinya. Atas 
dasar itu, anjuran untuk mencatatkan pernikahan di lembaga pencatatan negara 
                                                          
  28 Sudarsono, Hukum Keluarga Nasional, (Cet. I; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), hlm. 
69 
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menjadi relevan, demi mewujudkan kemudahan-kemudahan bagi suami isteri dan 
masyarakat serta untuk mencegah adanya fitnah. 
D. MACAM – MACAM NIKAH  SIRRI 
Berikut ini adalah penjelasan mengenai macam-macam dari nikah Sirri, 
yaitu: 
1. Nikah yang dilakukan tanpa adanya wali  
Pernikahan seperti ini jelas bahwa pernikahan yang dilakukan 
tanpa wali adalah tidak sah sebagaimana menurut Imam Syafi’i. Sebab 
wali merupakan rukun sahnya pernikahan.29 
2. Pernikahan yang dilakukan tanpa dicatatkan oleh petugas PPN yang 
ada dibawah wewenang KUA atau disebut juga nikah dibawah tangan. 
Pernikahan seperti ini menurut agama hukumnya sah akan tetapi 
dari segi hukum formal atau undang-undang bahwa perrnikahan 
tersebut tidak sah. Pada dasarnya, fungsi pencatatan pernikahan 
pada lembaga pencatatan sipil adalah agar seseorang memiliki alat 
bukti (bayyinah) untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar 
telah melakukan pernikahan dengan orang lain. Sebab, salah bukti 
yang dianggap absah sebagai bukti syar’i (bayyinah syar’iyyah) 
adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara. Ketika 
pernikahan dicatatkan pada lembaga pencatatan sipil, tentunya 
                                                          
 29 Effi Setiawan, Nikah Sirri Tersesat di Jalan Yang Benar, (Cet.I; Bandung: Kepustakaan 
Eja Insani, 2005), hlm. 36-42 
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seseorang telah memiliki sebuah dokumen resmi yang bisa ia 
dijadikan sebagai alat bukti (bayyinah) dihadapan majlis peradilan 
ketika ada sengketa yang berkaitan dengan pernikahan, maupun 
sengketa yang lahir akibat pernikahan, seperti waris, hak asuh 
anak, perceraian, nafkah, dan lain sebagainya30 
Adapun yang menjadi dasar hukum bahwa pernikahan itu haruslah 
dicatat kepada lembaga pemerintah (KUA/Catatan Sipil) adalah 
sebagaimana firman Allah Swt.: 
                       
Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah  
tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 
menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu 
menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan 
menuliskannya) …(QS. Al-Baqarah: 282).31 
 
3. Pernikahan yang dilakukan tanpa adanya saksi 
 Sebagian besar ulama mengharuskan adanya saksi dalam 
pernikahan, karena saksi merupakan syarat sah dalam pernikahan. 
Dengan demikian, akad pernikahan yang dilaksanakan tanpa saksi 
hukumnya adalah tidak sah. Saksi harus hadir ketika akad nikah, dan 
tidak cukup hanya dengan diberitakan saja. Menurut para ulama, 
pernikahan merupakan hal yang berbeda dengan jual beli. Tujuan dari 
                                                          
30 Susanto, Nikah Sirri Apa Untungnya, (Cet.I; Jakarta: Visimedia, 2007), hlm. 51 
 31 Menteri Agama, Wakaf, Dakwah dan Bimbingan Islam, Al-Quran dan Terjemahnya, 
(Makkah: lembaga Percetakan Raja Al-Fahd, 1971), hlm. 43 
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jual beli adalah harta benda, sedangkan tujuan pernikahan adalah 
memperoleh kenikmatan dan keturunan. Oleh karena itu, harus 
dilakukan dengan hati-hati dengan cara menghadirkan dua saksi. 
Berbeda dengan Imam Maliki, yang membolehkan nikah tanpa adanya 
saksi. 
4. Pernikahan yang dihadiri saksi dan wali akan tetapi tidak di I’lankan  
kekhalayak (penyampaian berita kepada khlayak) atau disebut walimah  
 Sebagian ulama berkata bahwa melaksanakan walimah di dalam 
pernikahan itu wajib hukumnya. Memberitakan pernikahan diangap 
merupakan esensi dari perintah adanya saksi. Dengan kata lain, adanya 
saksi bukan merupakan syarat sah nikah, melainkan hanya agar 
pernikahan tersebut diketahui oleh masyarakat. Apabila tujuan 
diketahui oleh khalayak tersebut telah terpenuhi, maka saksi tidak lagi 
diperlukan32 
  
                                                          
32 Effi Setiawan, Nikah Sirri Tersesat di Jalan Yang Benar, (Bandung: Kepustakaan Eja 
Insani, 2005), hlm. 60 
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 BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
A. Jenis Penelitian Dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian pada hakikatnya merupakan salah satu rangkaian kegiatan 
ilmiah baik untuk keperluan pengumpulan data, menarik kesimpulan atas gejala-
gejala tertentu dalam gejala empirik.1 Penelitian ini menggunakan penelitian 
kualitatif yaitu meneliti informan sebagai subjek penelitian dalam lingkungan 
hidup kesehariannya .2 atau biasa disebut penelitian di lapangan. Menurut lodico, 
Spaulding dan voegtle penelitian kualitatif yang juga disebut sebagai penelitian 
interpretif  adalah suatu metodologi yang dipinjam dari disiplin ilmu seperti 
sosiologi dan antropologi dan diadaptasi kedalam seting pendidikan.3 peneliti 
menggunakan metode wawancara kepada beberapa pimpinan-pimpinan yang 
menjabat di periode saat itu. 
2. Lokasi Penelitian 
Lokasi yang dipilih untuk penelitian ini dilakukan di Kecamatan 
Panakkukang Kota Makassar, dengan objek utamanya adalah tokoh masyarakat  
agar data yang di dapatkan lebih jelas dan lebih akurat. 
                                                 
1Burhan Bungin. Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis Kearah 
Ragam Varian Kontemporer. (Cet, 10, Jakarta: Rajawali Pers,2015).h.91.  
2Muhammad Idrus. Metode Penelitian Ilmu Sosial,(Yogyakarta,Erlangga,2009),H.23 
3Prof. Dr. Emzir, M.pd. Metodologi Penelitian Kualitatif, Analisis Data, (Cet ke-4, 
Jakarta, Rajawali Pers, 2014), h. 2. 
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B. Pendekatan Penelitian 
Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini 
adalah pendekatan yuridis, syar’i dan pendekatan sosiologis. Menurut harfiahnya 
pendekatan yuridis adalah melihat atau memandang suatu hal yang ada dari aspek 
atau segi hukumnya terutama peraturan perundang-undangan. Sedangkan 
pendekatan sosiologis adalah sesuatu yang ada dan terjadi dalam kehidupan 
bermasyarakat yang mempunyai akibat hukum. 
Dengan demikian yuridis sosiologis adalah suatu pendekatan dengan cara 
pandang dari aspek hukum mengenai segala sesuatu yang terjadi di masyarakat 
yang berakibat hukum untuk dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan 
yang ada. 
Metode pendekatan tersebut menurut penulis memiliki relevansi dengan 
Judul yang di ambil oleh peneliti lebih condong ke perilaku masyarakat dan 
peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan permasalahan tersebut 
C. Sumber Data 
Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 
1. Data Primer (utama)  
Data primer yaitu data utama yang digunakan dalam sebuah penelitian. 
Sumber data primer yaitu bahan yang sifatnya mengikat dan mendasari bahan 
hukum lainnya. 
Dalam hal ini data primer (utama) yang di lakukan peneliti Kompilasi 
Hukum Islam dan hasil wawancara terhadap tokoh yang paham mengenai judul 
skripsi ini. 
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2. Data Sekunder (tambahan) 
Data sekunder adalah data pelengkap dalam sebuah penelitian, misalnya 
buku-buku yang berkaitan mengenai judul skripsi tersebut, literatur, dan skripsi-
skripsi terdahulu. adapun data pelengkap yang digunakan peneliti yaitu buku yang 
berkaitan mengenai pemimpin, buku tentang kepemimpinan dalam islam, buku 
tentang Organisasi Islam yang akan digunakan dalam skripsi ini, fakta-fakta yang 
terjadi di lapangan dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan skripsi ini. 
D. Metode Pengumpulan Data 
Adapun metode pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu : 
1. Wawancara 
Wawancara menurut Black dan champion dalam muslimina adalah teknik 
penelitian yang paling sosiologis dari semula teknik penelitian sosial.4 
Wawancara ialah alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan 
pertanyaan secara lisan dan dijawab secara lisan pula.5 Dalam penelitian ini 
peneliti menggunakan metode pengumpulan data jenis wawancara tidak 
terstruktur yaitu memberi peluang kepada peneliti untuk mengembangkan 
pertanyaan-pertanyaan penelitian.6 Bentuk wawancara yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah wawancara terbuka yaitu wawancara yang dilakukan peneliti 
dengan mengajukan pertanyaan pertanyaan yang tidak dibatasi jawabannya, dalam 
                                                 
4Dra.Nurul Zuriah, M.Si. Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan, Teori-Aplikasi, 
(Cet 3; Jakarta: PT Bumi Aksra, 2009). h.179  
5Dra.Nurul Zuriah, M.Si. Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan, Teori-Aplikasi,). 
h.179 
6Dra.Nurul Zuriah, M.Si. Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan, Teori-Aplikasi,). 
h.180.  
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artian pertanyaan yang mengundang jawaban terbuka.7 Hal yang sama juga 
disampaikan oleh koentjaraningrat (1986:136) bahwa wawancara terbuka atau 
open interview adalah jawaban yang dikehendaki tidak terbatas maka wawancara 
tersebut merupakan bentuk wawancara terbuka.8 Dalam hal ini peneliti 
menggunakan metode wawancara yang ditujukan kepada pimpinan dari tiap-tiap 
organisasi masyarakat Islam yang akan di teliti. 
2. Observasi 
Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas pencatatan fenomena 
yang dilakukan secara sistematis. Pengamatan dapat dilakukan secara terlibat 
(partisipatif) ataupun non partisipatif. Maksudnya, pengamatan terlibat merupakan 
jenis pengamatan yang melibatkan peneliti dalam kegiatan orang yang menjadi 
sasaran penelitian, tanpa melibatkan perubahan pada kegiatan atau aktivitas yang 
bersangkutan dan tentu saja dalam hal ini peneliti tidak menutupi dirinya selaku 
peneliti .9 Menurut T|an dan Alfian cara penelitian yang mengandalkan metode 
observasi sangat penting.10 
Menurut Patton observasi ialah deskripsi kerja lapangan kegiatan, 
perilaku,tindakan, percakapan, interaksi, inter personal, organisasi atau proses 
                                                 
7Prof. Dr. Emzir, M.pd. Metodologi Penelitian Kualitatif, Analisis Data, (Cet ke-4, 
Jakarta, Rajawali Pers, 2014), h. 51. 
8Burhan Bungin. Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis Kearah 
Ragam Varian Kontemporer. (cet, 10, Jakarta: Rajawali Pers,2015).h. 100.  
9 Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial , h. 101. 
10Dra.Nurul Zuriah, M.Si. Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan, Teori-Aplikasi, 
(Cet 3; Jakarta: PT Bumi Aksra, 2009).h.173.  
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masyarakat, atau aspek lain dari pengalaman manusia yang dapat dialami.11 
Observasi dapat pula diartikan pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti 
mengenai fenomena objek penelitian diikuti dengan pencatatan sistematis 
terhadap semua gejala yang akan diteliti, observasi tidak hanya terbatas pada 
orang, tetapi juga objek-objek yang lain.  
Dari segi jenisnya observasi terbagi menjadi observasi langsung yaitu 
observasi yang dilakukan dimana observer berada bersama objek yang di selidiki. 
Dan observasi tidak langsung yaitu observasi yang dilakukan tidak saat 
berlangsungnya sutu peristiwayang akan diteliti, misalnya melalui film,foto atau 
tayangan slide.12  Dari segi prosesnya observasi dapat dibedakan menjadi 
observasi partisipan yaitu obeservasi yang dilakukan oleh peneliti dan berperan 
sebagai anggota didalam masyarakat topik penelitian, dan observasi non 
partisipan yaitu observasi yang menjadi peneliti sebagai penonton atau penyaksi 
terhadap gejala atau kejadian yang menjadi topic penelitian13, dan dari segi 
instrumentasi yang digunakan maka dapat dibedakan menjadi observasi 
terstruktur  (dirancang sistematis) yaitu obeservasi yang diselenggarakan dnegan 
menentukan cara-cara sistematis, factor-faktor yang akan diobservasi lengkap 
dengan kategorinya dan observasi tidak terstruktur (tidak dipersiapkan secara 
                                                 
11Prof. Dr. Emzir, M.pd. Metodologi Penelitian Kualitatif, Analisis Data, h. 65. 
12Dra.Nurul Zuriah, M.Si. Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan, Teori-Aplikasi, 
(Cet 3; Jakarta: PT Bumi Aksra, 2009). h.173.  
13Prof. Dr. Emzir, M.pd. Metodologi Penelitian Kualitatif, Analisis Data,,h. 39-40. 
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sistematis) yaitu observasi yang diakukan tanpa terlebih dahulu mempersiapkan 
dan membatasi kerangka yang akan diamati.14 
3.  Dokumentasi 
Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, baik dalam 
bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya yang monumental.15 Dokumen yang 
berbentuk tulisan seperti  peraturan, kebijakan, dan lain-lain.Dokumen yang 
berbentuk gambar seperti foto, video dan lain sebagainya.Teknik pengumpulan 
data dengan dokumen adalah merupakan pelengkap dari penggunaan metode 
observasi dan wawancara dalam penelitian  kualitatif.16  
E. Instrumen Penelitian 
Instrument penelitian merupakan alat bantu bagi peneliti dalam 
mengumpulkan data. Hal senada juga diungkapkan oleh S. Margono yang 
menyatakan bahwa pada umumnya penelitian akan berhasil apabila banyak 
menggunakan instrumen, sebab data yang diperlukan untuk menjawab masalah 
penelitian dan menguji hipotesis diperoleh melalui instrumen.17 
Instrumen penelitian adalah suatu alat yang mengukur fenomena alam 
maupun  sosial yang diamati. Adapun alat-alat yang digunakan dalam penelitian 
ini yaitu: 
                                                 
14Dra.Nurul Zuriah, M.Si. Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan, Teori-Aplikasi, . 
h.176.  
15Dr. Lexy J. Moleong, M.A. Metodologi Penelitian Kualitatif. (Cet 13; Bandung: PT 
Remaja Rosdakarya, 2000). h. 60. 
16Prof. Dr. Emzir, M.pd. Metodologi Penelitian Kualitatif, Analisis Data, h. 37. 
17Dra.Nurul Zuriah, M.Si. Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan, Teori-Aplikasi,. 
h. 168. 
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1. Pedoman wawancara  
Pedoman wawancara yaitu alat yang digunakan dalam wawancara yang 
dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan yang berupa 
pertanyaan. 
2. Alat tulis dan buku catatan 
 berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data.18 
3. Alat perekam 
 peneliti menggunakan tape recorder agar lebih memudahkan peneliti 
dalam hal menyimak apa yang dikatakan pembicara nanti, hal ini juga dapat 
membuat data lebih akurat.19 
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
Untuk membuktikan apa yang telah dikemukakan, maka dalam penelitian 
ini digunakan dua metode analisis, yaitu : 
1. Analisis Kualitatif 
Analisis kualitatif yaitu analisis yang menggunakan masalah tidak dalam 
bentuk angka-angka, tetapi berkenaan dengan nilai yang didasarkan pada hasil 
pengolahan data dan penilaian penulis. 
2. Analisis komparatif 
Analisis komparatif yaitu metode yang dipergunakan untuk 
membandingkan data yang telah ada kemudian di tarik kesimpulan 
                                                 
18Dr. Lexy J. Moleong, M.A. Metodologi Penelitian Kualitatif.. h. 130. 
19Dr. Lexy J. Moleong, M.A. Metodologi Penelitian Kualitatif. h. 151. 
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G. Pengujian Keabsahan Data 
Dalam pengujian keabsahan data tersebut dilakukan dua cara sebagai berikut : 
1. Meningkatkan ketekunan, yaitu melakukan pengamatan secara lebih 
cermat dan berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol.20 Dengan 
cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara 
pasti dan sistematis. Dengan meningkatkan ketekunan maka peneliti dapat 
melakukan pengecukan kembali apakah data yang ditemukan itu salah atau tidak. 
Dengan demikian dengan meningkatkan ketekunan maka, peneliti dapat 
memberikan deksripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati. 
Dengan melakukan hal ini, dapat meningkatkan kredibilitas data. 
2. Menggunakan bahan referensi adalah adanya pendukung untuk 
membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil 
wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara sehingga data 
yang didapat menjadi kredibel atau lebih cepat di percaya.21  Jadi, dalam 
penelitian ini peneliti akan menggunakan rekaman wawancara dan foto-foto hasil 
observasi sebagai bahan referensi. 
                                                 
20Dr. Lexy J. Moleong, M.A. Metodologi Penelitian Kualitatif. h. 127. 
21 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif 
,(Bandung:Alfabeta,2004). h. 306  
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN 
A. Gambaran Kecamatan Panakkukang 
1. Letak Geografis  
Letak Geografis Kecamatan Panakukang merupakan salah satu dari 14 
kecamtan di kota Makassar yang berbatasan di sebelah utara dengan 
Kecamatan Tallo, di sebelah Timur Kecamatan Tamalanrea, di sebelah 
selatan Kecamatan Rappocini dan di sebelah barat dengan Kecamatan 
Makassar. Kecamamatan Panakukang merupakan daeran bukan pantai 
dengan Topografi ketinggian wilayah sampai dengan 500 meter dari 
permukaan laut.  
2. Kondisi Geografis Kecamatan Panakukang terdiri dari 11 kelurahan dengan 
luas wilayah 17,05 km².  
Tabel 5. Luas Menurut Kelurahan di Kecamatan Panakukang Tahun 
20101. 
No Desa/Kelurahan Kecamatan Luas (km²)  
1  Paropo  1,94 km  
2 Karampuang 1,46 km  
3 Pandang 1,16 km  
                                                          
1  Sumber: BPS Kota Makassar 2011 
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4 Masale 1,32 km  
5 Tamamaung 1,27 km  
6 Karwisi 0,85 km  
7 Sinrijala 0,17 km  
8 Karuwisi utara 1,72 km  
9 Pampang 2,63 km  
10 Panaikang 2,35 km  
11 Tello baru 17,05 km  
 
Dari luas wilayah pada table diatas, tampak bahwa kelurahan Pampang 
memiliki wilayah terluas yaitu 2,63 km², terluas kedua adalah kelurahan 
Panaikang dengan luas wilayah 2,35 km², sedangkan yang paling kecil luas 
wilayahnya adalah kelurahan Sinrijala dengan luas 0,17 km². Kecamatan 
Panakukang terdiri atas 470 RT dan 88 RW. 
 
Gambar . Peta Administrasi Kecamatan Panakukang 
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3.  Demografi Pada akhir tahun 2016 penduduk kecamatan Panakukang di 
bandingkan data tahun 2015 Kecamatan Panakukang mencatat rata-rata 
laju pertumbuhan penduduk 3,53 persen pertumbuhan penduduk. 
Berdasarkan jenis kelamin tampak bahwa jumlah penduduk laki-laki 
sekitar 69.996 jiwa dan perempuan sekitar 71.386 jiwa. Dengan demikian 
rasio jenis kelamin adalah sekitar 98,05 persen yang berarti setiap 100 
orang penduduk perempuan terdapat sekitar 98 orang penduduk laki-laki.  
 
 
Jumlah Penduduk Menurut  Kelurahan di Kecamatan Panakukang. 
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No Desa/Kelurahan Jumlah Penduduk 
1 Paropo 15.959 
2 Karampuang 10.487 
3 Pandang 10.723 
4 Masala 10.944 
5 Tamamaung 26.650 
6 Karuwisi 10.705 
7 Sinrijala 4.377 
8 Karuwisi utara 8.106 
9 Pampang 16.700 
10 Panaikang 15.733 
11 Tello baru 10.998 
 
Jumlah penduduk kecamatan panakukang di lihat dari lima tahun terakhir, 
peningkatan jumlah penduduk yang tinggi, dari tahun ke tahun jumlah penduduk 
kecamatan Panakukang terus meningkat, hal ini di akibatkan peningkatan tingginya 
angka kelahiran dan pendatang yang tinggal di kecamatan ini serta kondisi sarana dan 
prasarana yang tersedia di kecamatan Panakukang. Pada tahun 2012-2017 terjadi 
pertambahan jumlah penduduk yang sangat tinggi. Pada tahun 2009 tercatat jumlah 
penduduk sebesar 136.555 jiwa dan pada tahun 2010 meningkat menjadi 141.382 
jiwa. 
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Tabel . Jumlah Penduduk Kecamatan Panakukang.2 
 
No Tahun Jumlah Jumlah 
Penduduk/jiwa 
1 2012 131.220 
2 2013 133.426 
3 2014 134.548 
4 2015 136.555 
5 2016 136.555 
 
B. Pelaksanaan Nikah Sirri Di Kecamatan Panakkukang kota Makassar 
1. Identitas forman  
Setelah penulis melakukan penelitian di kecamatan panakkukang kota  
Makassar, pelaksanaa perkawinan yang tidak dicatatkan di PPN atau sering disebut 
dengan nikah Sirri, bahkan setiap kelurahan ada tapi penulis meringkas penelitian ini 
dengan mengambil satu sample pelaksanaan nikah Sirri di dua kelurahan yaitu 
kelurahan pandang dan kelurahan paropo.  Yang berarti terdapat beberapa pasangan 
yang melakukan nikah dibawah tangan atau nikah Sirri. Berdasarkan usia para pelaku 
nikah Sirri rata-rata pada usia 30 – 40 tahun ada yang masih di bawah umur. Adapun 
menurut pendidikannya,  rata – rata nikah Sirri dilakukan oleh masyarakat yang tidak 
                                                          
2 BPS Kota Makassar 2011 
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lulus sekolah dasar (SD)  atau biasa disebut dengan patah pensil. Berdasarkan mata 
pencaharian para informan, nikah Sirri dilakukan  oleh masyarakat yang kebanyakan 
bekerja sebagai pabentor dan buruh harian. 
2. Profesi Pernikahan Sirri di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar 
Seperti di jelaskan di bab I, bahwa hakekat nikah Sirri adalah perkawinan 
yang dilakukan tampa di catatkan. Fenomena keabsahan nikah Sirri secara hukum di 
Indonesia serta secata tinjaun hukum islam, da upaya mereduksi maraknya nikah Sirri 
yang ada dalam masyarakat kta, menggunakan dasar hukum yang ada, yaitu UU 
Perkawinan  (UU No. 1 tahun 74) atau biasa disebut dengan KHI.   
Nikah Sirri ini pada sebagian masyarakat muslim di Indonesia telah dikenal 
dengan marak dipraktekkan. Namun sampai saat ini masyarakat masih banyak 
keragaman pemahaman termynologi dan konsep nikah Sirri.. hal ini dapat dipahami 
bahwa nikah Sirri atu  nikah dibawah tangan belum masuk dalam kata baku di 
Indonesia dan sosialisasinya  belum menyeluruh. Demikian juga dengan konsepnya, 
sebagian ulama dan masyarakat umumnya belum memiliki kejelasan dan kesamaan 
rumusan. Salah satunya yang terjadi di Kecamatan Panakkukang kota Makassar. Jika 
dilihat dari penduduknya bejumlah 672, 304  dan jumlah pasangan nikah Sirri atau 
nikah dibawah tangan sebanyak 72 orang, dapat dikatakan yang melakukan praktek 
nikah Sirri termasuk banyak.  
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Sebahagian besar menurut persepsi mereka (pasangan nikah Sirri), yaitu nikah 
di bawah tangan yang mempunyai pengertian bahwa secara legal formal menurut 
hukum islam dapat dinyatakan sah. Hal ini di dasarkan pada alasan bahwa pada saat 
peresmian  nikah Sirri semacam itu semua syarat dan rukun yang telah ditentukan 
telah terpenuhi.  
Semua rukun yang dimaksud itu ialah adanya mempelai laki-laki dan 
perempuan, wali (yang menikahkan), dua orang saksi, akad ijab Kabul atau transaksi 
pernikahan, dan mahar. Hal – hal tersebut dianggap oleh kebanyakan pasangan nikah 
Sirri sebagai keharusan bagi sah tidaknya suatu pernikahan secara islam. Sedangkan 
berkaitan dengan KUA dan adanyan  publikasi yang bias dilaksanakan dalam bentuk 
walimah/resepsi, secara subtansial keduanya lebih didasarkan untuk tujuan 
kemaslahatan.3 
Pandangan kyai atau tokoh masyarakat yang mengesahkan nikah bawah 
tangan didasarkan pada aspek kemaslahatan dari latar belakang pelaku nikah Sirri. 
Alasan  mereka kemukakan setiap kali akan menikahkan.4 Sedangkan ada juga tokoh 
                                                          
3Wawancara dengan pasangan yang melakukan nikah Sirri, di antaranya  Abd Rasyid,,  KH 
Sabit, Ahmad beny, S.Ag. namun  yang sering menikahkan secara Sirri KH Sabidi kecamatan 
panakkukang kota Makassar pada 25 agustus 2017. 
4Wawancara  dengan tokoh  masyarakat  yang  memperbolehkan nikah Sirri di kecamatan 
panakkukang kota Makassar 25 agustus 2017. di antaranya  Abd Rasyid, dan  KH Sabit namu yang 
sering menikahkan secara Sirri KH Sabidi kecamatan panakkukang kota Makassar pada  25 agustus 
2017. 
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masyarakat yang menganggap nikah Sirri tidak sah menurut hukum islam maupun 
positif, atau dengan kata lain bahwa sahnya suatu akad pernikahan itu apabila telah 
dilansungkan menurut ketentuan syariat islam, di hadapan dan dicatatkan oleh PPN. 5 
Mengenai pandangan tentang keabsahan nikah Sirri ini, terdapat pendapat 
yang disampaikan oleh ibu Hasniati. selaku petugas KUA kecamatan panakkukang, 
dimana berbeda dengan kedua pendapat diatas, dengan melihat latar belakang 
pasangan nikah Sirri, dia menyarankan untuk menikah dibawah tangan,. Pendapatnya 
ini dari satu sisi bertentangan dengan tugasnya sebagai petugas PPN, namun alas an 
kemaslahatan dan guna menghindari terjadinya perzinaan dan kumpul kebo, dia 
memperbolehkan nikah dibawah tangan atau nikah Sirri, walaupun saat pernikahan 
dia tidak menghadirinya.6 
Adapun pelaksanaan prosesi pernikahan Sirri di Kecamatan Panakkukang 
Kota Makassar ini dihadiri oleh :  
- Kedua calon mempelai  
- Dua orang saksi  
- Wali dan keluarga kedua belah pihak 
- disertai ulama setempat yang memimpin prosesi akad nikah. 
                                                          
5Wawancara dengan tokoh masyarakat di kecamatan kota Makassar Drs. Amin mannan  pada 
25 agustus 2017. 
6Wawancara  dengan petugas PPN  Ibu Hasniati. Pada 27 agustus 2017.  
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Menurut KH. Sabit yang sering menikahkan pasangan sebagai suami istri di 
kelurahan pandang secara bawah tangan atau Sirri, baik tetangga sendiri,  keluarga 
maupun orang luar daerah yakni sebagai berikut  : 
1. Mencegah  terjadinya kumpul kebo (zina). 
2. Demi kemaslahatan umat. 
3. Karna syarat dan rukun telah terpenuhi untik menikah.7 
Sedangkan tokoh ulama di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang Kota 
Makassar, Bapak Ahmad Beny S,Ag. Bahwa alasan utama menikah dibawah tangan 
atau Sirri ini adalah : 
1. Belum mampu untuk mengadakan walimah (walimah seolah – olah wajib 
diadakan sebagai tanda bahwa pasangan yang bersangkutan benar 
telahmenikah). 
2. Masih dalam studi, biasanya masih berstatus Mahasiswa. 
3. Belum cukup umur sesuai 
Berdasarkan penelitian terhadap beberapa pasangan yang telah melakukan 
pernikahan Sirri yang diperoleh wawancara, penulis dapat paparkan beberapa antara 
profil pasangan nikah dibawah tangan atau pernikahan Sirri di dua kelurahan yakni 
kelurahan pandang dan kelurahan paropo, Kecamatan panakkukang kota Makassar. 
 
                                                          
7Wawancara dengan KH. Sabit selaku yang memimpin akad nikah Sirri pada 25 agustus 2017   
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1. Burhanuddin (32 Tahun) dan marlina (28 Tahun) 
Burhanuddin merupakan sudah berstatus duda asli kelurahan pandang 
kecamatan panakkukang kota Makassar. Pasangan yang baru saja 
melansungkan pernikahan dibawah tangan yang keduanya sebagai 
pedagang kaki lima. Alasan mereka nikah dibawah tangan atau Sirri yakni 
tidak adanya restu dari orang tua dari si marlina. Sehingga mereka 
mengambil jalan pintas untuk menikah Sirri.8 
2. Abbas Dg. Simbung. (45 Tahun) dengan Dg. Bunga. (39 Tahun) 
Kedua pasangan ini berasal dari kelurahan Pandang Kecamatan 
Panakkukang Kota Makassar. Dg. Simbung kerja sebagai sopir taksi  dan 
sudah memiliki satu istri, Dg. Bunga bekerja sebagai ibu rumah tangga. 
Alasan mereka nikah Sirri jika istri yang sah tidak memberikan 
memberikan izin untuk di madu. 9 
3. Dg. Tinggi (39) dan Dg. Maya (35 tahun)  
Dg. tinggi berasal dari kabupaten Jenepomto dan berdomisili di  
Kelurahan Pandang Kecamatan Panakkukanh bekerja sebagai  sopir pete - 
pete, dan Dg. maya berasal dari  Takalar Beran berprofesi sebagai 
pedagang. Awalnya mereka kumpul kebo, kemudian ada keinginan untuk 
menikah secara resmi, namun karena keadaan ekonomi mereka yang tidak 
                                                          
8 Wawancara dengan Burhanuddin dan Marlina pada  3 september 2017. 
9 Wawancara degan Abbas Dg. Simbung dan Dg. Bunga  pada 3 september 2017. 
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mencukupi untuk biaya pernikahan secara resmi, akhirnya lebih memilih 
menikah secara bawah tangan.10 
4. Sucipto (17 Tahun) dan Pipit (16 tahun)  
Pasangan yang berasal dari Kelurahan pandang ini memilih nikah dibawah 
tangan karena status keduanya yang masih aktif berstatus pelajar di salah 
satu sekolah menengah kejuruan kota makassar. Alasan merekah menikah 
Sirri atau nikah dibawah tangan  karna belum cukup umur dan mereka 
merasa malu atas gunjingan masyarakat dan teman-temannya mengenai 
masih sekolah sudah menikah dan tanpa sepengetahuan orang tua pihak 
perempuan.11 
5. Sutris (30 Tahun) dan Mamik (27 Tahun)  
Membuat Sutris memilih untuk nikah dibawah tangan lantaran tidak 
mendapat restu dari kedua orang tuanya karna mamik sudah berstatus 
janda. Bahkan karena tidak mendapat restu tersebut, pasangan ini 
mengaku harus tinggal di kelurahan pandang yang jauh dari tempat 
asalnya yakni Kabupaten Bone. Selain itu, nikah dibawah tangan 
dilakukan juga lantaran untuk menghindari dari perzinaan maupun fitnah 
                                                          
10Wawancara dengan Dg. Tinggi dan Dg. Maya pada  5 september 2017. 
11Wawancara dengan Sucipto dan Pipit pada 5 september 2017  
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dari masyarakat. Sutris memenuhi kebutuhan keluarganya dengan bekerja 
sebagai tukang bangunan, sementara Mamik sebagai ibu rumah tangga.12 
6. Dg. Sirua (41 Tahun) dan  Dg. Te’ne (42) 
Alasan pasangan ini sama dengan pasangan Abbas Dg. Simbung dan Dg. 
Bunga, Dg. Sirua memilih nikah Sirri lantaran istri pertama tidak 
memberikan izin untuk dimadu.13 
7. Saenong (40 tahun) dan Jumriati (35 Tahun) 
saenong asal sidrap dan jumriati asal makassar, alasan mereka nikah 
dibawah tangan lantaran saenong tidak sanggup memenuhi keinginan 
orang tua dari jumriati sehingga mereka nikah lari dan menikah di bawah 
tangan di kelurahan paropo.14 
8. Adi (23 Tahun) dan lina (22 Tahun) 
Adi bekerja sebagai pabentor dan lina kerja sebagai asisten rumah tangga, 
alasan mereka menikah Sirri karna tidak memiliki restu dari orang tua dari 
lina. Sehingga mereka melakukan pernikahan Sirri di kelurahan paropo. 
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa alasan melakukan pernikahan 
Sirri yakni karena  kendala pada masa studi, dan kurangnya pendidikan dan 
pemahaman ajaran agama. 
                                                          
12Wawancara dengan sutris dan mamik pada 5 september 2017  
13Wawancara dengan Dg.sirua dan Dg. Te’ne  pada 7 september 2017  
14Wawancara dengan saenong dan jumriati pada 17 september 2017 
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C. Dampaknyanya Dari Pernikahan Sirri di Kecamatan Panakkukang Kota 
Makassar 
Dampaknya yang akan timbul dari perkawinan yang tidak dicatatkan secara 
Yuridis Formal, antara lain:  
1. perkawinan dianggap tidak sah. Meski perkawinan dilakukan menurut 
agama dan kepercayaan, namun di mata negara perkawinan tersebut 
dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh KUA atau Kantor Catatan Sipil 
(KCS).  
2.  anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, 
tidak ada hubungan perdata dengan ayahnya. Ini artinya anak tidak dapat 
menuntut hak-haknya dari ayah. Dengan dilahirkan dalam perkawinan 
yang tidak dicatatkan, kelahiran anak menjadi tidak tercatatkan pula 
secara hukum dan hal ini melanggar hak asasi anak (Konvensi Hak Anak). 
Anak-anak ini berstatus anak di luar perkawinan.  
3. akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah, baik istri 
maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak 
menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya. 
Secara garis besar, perkawinan yang tidak dicatatkan sama saja dengan 
membiarkan adanya hidup bersama di luar perkawinan, dan ini sangat merugikan 
para pihak yang terlibat (terutama perempuan), terlebih lagi kalau sudah ada anak-
anak yang dilahirkan. Mereka yang dilahirkan dari orang tua yang hidup bersama 
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tanpa dicatatkan perkawinannya, adalah anak luar kawin yang hanya mempunyai 
hubungan hukum dengan ibunya, dalam arti tidak mempunyai hubungan hukum 
dengan bapaknya. Dengan perkataan lain secara yuridis tidak mempunyai Bapak. 
Sebenarnya, tidak ada paksaan bagi masyarakat untuk mencatatkan perkawinan 
Dalam artian, jika tidak mencatatkan perkawinan, bukan berarti melakukan suatu 
kejahatan. Namun jelas bahwa hal ini memberikan dampaknya atau konsekuensi 
hukum tertentu yang khususnya merugikan perempuan dan anak-anaknya.15 
Bersinggungan dengan pentingnya pencatatan perkawinan, seperti juga 
pembuatan KTP atau SIM, sesungguhnya membicarakan pelayanan publik yang 
menjadi tanggung jawab negara. Sehingga sudah semestinya memperhatikan prinsip 
good governance, salah satunya adalah menetapkan biaya yang sesuai dengan taraf 
kehidupan masyarakat dan prosedur yang tidak berbelit-belit. Dengan prosedur yang 
tidak berbelit-belit dan biaya yang sesuai masyarakat diajak untuk mencatatkan 
perkawinannya. Pada dasarnya, Nabi saw telah mendorong umatnya untuk 
menyebarluaskan pernikahan dengan menyelenggarakan walimatul „ursy. Anjuran 
untuk melakukan walimah, walaupun tidak sampai hukumnya wajib akan tetapi Nabi 
sangat menganjurkan. Banyak hal-hal positif yang dapat diraih seseorang dari 
penyiaran pernikahan di antaranya adalah:  
1. untuk mencegah munculnya fitnah di tengah-tengah masyarakat 
                                                          
15Wawancara dengan Muhiddin salahsatu  penghulu di KUA kelurahan paropo pada tanggal 
26 Agustus 2017 
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2.  memudahkan masyarakat untuk memberikan kesaksiannya, jika kelak 
ada persoalan-persoalan yang menyangkut kedua mempelai 
3. memudahkan untuk mengidentifikasi apakah seseorang sudah menikah 
atau belum. 
Hal semacam ini tentunya berbeda dengan pernikahan yang tidak disiarkan, 
atau dirahasiakan (Sirri). Selain akan menyebabkan munculnya fitnah misalnya, jika 
perempuan yang dinikahi Sirri hamil, maka akan muncul dugaan-dugaan negatif dari 
masyarakat terhadap perempuan tersebut, pernikahan Sirri juga akan menyulitkan 
pelakunya ketika dimintai persaksian mengenai pernikahannya. Jika ia tidak 
memiliki dokumen resmi, maka dalam semua kasus yang membutuhkan persaksian, 
ia harus menghadirkan saksi-saksi pernikahan Sirrinya dan hal ini tentunya akan 
sangat menyulitkan dirinya. Atas dasar itu, anjuran untuk mencatatkan pernikahan di 
lembaga pencatatan negara menjadi relevan, demi mewujudkan kemudahan-
kemudahan bagi suami istri dan masyarakat serta untuk mencegah adanya fitnah.16 
Nikah Sirri apabila dilihat dari segi hukum negara menunjukkan suatu 
pernikahan yang tidak mempunyai perlindungan hukum karena tidak dilakukan 
pencatatan oleh PPN, sehingga pasangan tidak memiliki akta pernikahan. Tidak 
adanya akta pernikahan ini, menyebabkan pasangan tidak memiliki bukti otentik 
tentang pernikahannya. Hal ini berarti perempuan tidak memiliki perlindungan 
hukum, sehingga dapat menimbulkan banyak masalah bagi dirinya. Masalahmasalah 
                                                          
16Wahyu Pratama, Makalah Spai (Mozilla Firepox 2009), h. 3-5. http://akmapala09. 
blogspot.com Wahyu.html (17 Februari 2010).  
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yang dialami bagi pelaku nikah Sirri. Misalnya, istri ditinggal suami menikah lagi, 
maka istri tidak dapat meminta pertanggung jawaban suami, apabila terjadi 
perceraian, maka istri tidak dapat meminta hak-haknya sebagai istri yang diceraikan.      
Ternyata kemudahan meninggalkan pasangan, dalam nikah Sirri tidak hanya 
dilakukan oleh para suami tetapi juga istri, karena bagaimanapun pernikahan tanpa 
pencatatan formal akan memberikan peluang kepada siapapun, baik suami maupun 
istri untuk saling mengingkari pernikahannya. Nikah Sirri selain memberikan 
kemudahan kepada setiap pasangan untuk saling meninggalkan, juga memberikan 
peluang untuk melakukan poligami dengan mudah. Jika kita mendengar poligami 
rasanya menjadi hal yang sangat mengerikan. Banyak perempuan yang menderita 
karena poligami, tetapi sampai saat ini poligami masih terus terjadi bahkan terkesan 
semakin banyak laki-laki yang melakukannya, meskipun dilakukan secara sembunyi-
sembunyi.17  
Dampaknya negatif lainnya dari nikah Sirri selain mudah ditinggalkan, yaitu 
mudahnya terjadi poligami, dan nikah Sirri juga seringkali menimbulkan rasa 
khawatir bagi yang menjalaninya. Karena pernikahannya tidak mempunyai kekuatan 
hukum.18 
 
                                                          
17 Effi Setiwati, 150 Masalah Nikah Keluarga, h. 136-138 
18 150 Masalah Nikah Keluarga, h. 146 
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D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri 
Hukum nikah Sirri secara agama Islam adalah sah atau legal dan dihalalkan 
atau diperbolehkan jika syarat dan rukun nikahnya terpenuhi pada saat nikah Sirri 
digelar. Rukun nikah yaitu:  
(1) Adanya kedua mempelai 
(2) Adanya wali 
 (3) Adanya saksi nikah 
(4) Adanya mahar atau maskawin 
(5) Adanya ijab kabul atau akad.19 
Menurut hukum Islam Nikah Sirri sah apabila (ada wali, saksi, ijab qabul dan 
mahar).20 Di dalam kompilasi hukum Islam Pasal 2 Ayat 1 ini, dijelaskan bahwa 
sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 
agamanya dan kepercayaannya itu. Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah 
memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat 
Islam), maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata agama Islam dan 
kepercayaan masyarakat. Tetapi sahnya perkawinan ini di mata agama Islam dan 
kepercayaan masyarakat perlu disahkan lagi oleh negara, yang dalam hal ini 
ketentuannya terdapat pada Pasal 2 Ayat 2 UU Perkawinan, tentang pencatatan 
                                                          
19Wahyu Pratama, Makalah Spai (Mozilla Firepox 2009), h. I. http://akmapala09. 
blogspot.com.html (17 Februari 2010).  
20Wahyu Pratama, Makalah Spai (Mozilla Firepox 2009), h. I. http://akmapala09. 
blogspot.com.html (17 Februari 2010)  
60 
 
 
 
perkawinan. Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam 
pencatatan dilakukan di KUA untuk memperoleh Akta Nikah sebagai bukti dari 
adanya perkawinan tersebut. (pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) 
"perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai 
Pencatat Nikah")21. 
 Mengenai pencatatan perkawinan, dijelaskan pada Bab II Pasal 2 PP No. 9 
tahun 1975 tentang pencatatan perkawinan. Bagi mereka yang melakukan 
perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di KUA. Setiap orang yang 
akan melangsungkan perkawinan memberitahukan secara lisan atau tertulis rencana 
perkawinannya kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan, 
selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Kemudian 
pegawai pencatat meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan 
apakah tidak terdapat halangan. Lalu setelah dipenuhinya tata cara dan syarat-syarat 
pemberitahuan serta tidak ditemukan suatu halangan untuk perkawinan, pegawai 
pencatat mengumumkan dan menandatangani pengumuman tentang pemberitahuan 
kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempel surat pengumuman 
pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum . 
 dan rukunnya maka sah menurut agama Islam walaupun pernikahan itu 
adalah pernikahan Sirri. Sedangkan menurut Kiyai Hosen Muhammad seorang 
                                                          
21 Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan 
Agama dan Zakat (Cet. IV; Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 87 
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komisioner komnas perempuan menyatakan pernikahan pria dewasa dengan wanita 
secara Sirri merupakan pernikahan terlarang karena pernikahan tersebut dapat 
merugikan seorang perempuan, sedangkan Islam justru melindungi perempuan bukan 
malah merugikannya.22 Nikah Sirri sangat merugikan kaum perempuan, perhatikan 
kerugian bagi perempuan, Bila terjadi perceraian, istri tidak dapat menuntut haknya 
ke pengadilan, begitu pula dengan anak yang dilahirkannya, Bila suami 
meninggalkannya, maka dia bebas tanpa harus mempertanggungjawabkannya, 
karena tidak adanya payung hidup, Resiko kekerasan dalam keluarga sangat besar 
dan suami tidak bisa dituntut secara materi atau finansial, karena tidak adanya hukum 
yang mengaturnya. Pernikahan Sirri sebenarnya bertentangan dengan filosofi Islam 
yaitu:  
1. Islam menganggap perkawinan sebagai sebuah perjanjian yang kokoh (Q.S. 
aL-Nisa/4:21) dan dinyatakan pula sabda Nabi saw: 
 
Artinya  
“Kami (Abu Daud) mendapatkan cerita dari Kasir bin Ubaid; Kasir bin Ubaid 
diceritakan oleh Muhammad bin Khalid dari Muhammad bin Khalid dari 
Mu‟arraf in Washil dari Muharib bin Ditsar; dari Ibnu Umar dari Nabi SAW 
yang bersabda:”Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian”. 
(HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah).23 
                                                          
22Miftah Faridl, 150 Masalah Nikah Keluarga, h. 86  
23Syamsuddin Ideris, Ulasan Hadis Tentang Perceraian. http://www.mozilla firefox. com.htm 
(24 November 2017).  
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2. Islam memposisikan istri sebagai Pakaian suami dan sebaliknya sehingga 
secara hukum suami istri harus mempunyai posisi yang sejajar atau semitra. 
Konsep nikah Sirri bertentangan dengan maslahat primer yang ada dalam 
hukum Islam “maqasid al-syariah”, (suatu konsep yang menekankan tujuan 
penetapan hukum Islam dalam upaya memelihara kemaslahatan hidup 
manusia, dengan maksud mendatangkan kemanfaatan dan menghindarkan 
diri dari bahaya).24 Menjaga keturunan karena tidak adanya perlindungan 
hukum yang dapat diterima anak hasil nikah Sirri. 
Perkawinan hendaklah diumumkan. Begitulah dianjurkan dalam syariat 
Islam. Nabi saw bersabda:   
 
Artinya: 
 “Kami (at-Tirmizi) mendapatkan cerita dari Ahmad bin Mani‟; Ahmad bin Mani‟ 
diceritakan Yazid bin Harun, dating kepada kami Isa bin Maimuna alAnsari dari 
Qasim bin Muhammad dari Aisyah berkata; bersabda Rasulullah SAW: umumkan 
perkawinan ini dan jadikanlah akad nikah itu di masjid, serta pukullah rebana‟‟ (HR. 
at-Tirmidzi melalui Aisyah ra.).25 
                                                          
24 Sabri Samin, Pidana Islam Dalam Politik Hukum Indonesia (Cet. I; Jakarta: Kholam 
Publishing, 2008), h.72. 
25Imam Malik, Maja‟fi Ila‟an an-Nikah, dalam Mahtaba al-Shamilah vet.2 [CD ROM], hadis 
no. 1009.  
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Bukan saja untuk menampakkan kegembiraan terjadinya hubungan pernikahan 
antara laki-laki dan wanita itu, melainkan juga untuk menjadi saksi sehingga dapat 
mempertanggung jawabkan sekian banyak isu negatif yang boleh jadi muncul 
dikalangan masyarakat, atau penganiayaan yang dapat terjadi atas salah satu 
pasangan. Saksi dalam pernikahan minimal dua orang, memang ulama berbeda 
pendapat tentang fungsi saksi apakah kehadiran mereka syarat bagi kesempurnaan 
pernikahan, yang minimal harus ada sebelum bercampurnya pasangan suami istri, 
ataukah syarat sahnya nikah, yang demikian kedua orang tersebut harus menyaksikan 
pelaksanaan akad nikah. Namun, semua ulama sepakat untuk tidak membenarkan 
nikah Sirri (rahasia). 
Selanjutnya, diantara beberapa ulama yang berbeda pendapat apakah jika hadir 
dua orang untuk menyaksikan pernikahan, lalu mereka diminta untuk merahasiakan 
pernikahan itu, apakah ini termasuk nikah Sirri atau bukan? Imam Malik 
berpendapat bahwa itu termasuk pernikahan Sirri, yakni terlarang, sedangkan Imam 
Syafi‟i dan Abu Hanifah mentoleransi hal tersebut. Ini disebabkan mereka berbeda 
pendapat tentang fungsi saksi apakah sekedar untuk menjadi saksi jika terjadi 
perbedaan/pengingkaran tentang terjadinya pernikahan, atau dia adalah hukum 
syariat yang mempunyai tujuan melebihi kesaksian jika terjadi pengingkaran.26 
Melihat kehadiran saksi dan penyebarluasan berita pernikahan berfungsi lebih jauh 
dari sekedar saksi jika terjadi pengingkaran pernikahan. Dengan dikemukakannya 
                                                          
26M.Quraish Shihab, Perempuan Dari Cinta Sampai Seks Dari Nikah Mut‟ah Sampai Nikah 
Sunnah Dari Biasa Lama Sampai Baru (Cet. II; Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 214-215.  
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pernikahan, tidak akan lahir prasangka buruk terhadap pasangan laki-laki dan 
perempuan yang dilihat sedang berduaan atau bermesraan. Tidak juga hilang hak 
masing-masing jika terjadi perceraian, baik perceraian mati maupun perceraian hidup 
dengan talak, khulu‟, dan semacamnya. 
Menurut ajaran Islam, nikah itu tidak boleh secara sembunyi-sembunyi, tetapi 
harus dipublikasikan agar warga, tetangga, handai taulan mengetahuinya. Nabi 
memberi pesan agar nikah itu dipublikasikan (diwalimahkan), dan disebarluaskan 
kepada keluarga dan tetangga. Bahkan Beliau menganjurkan agar melaksanakan 
walimah walaupun hanya memotong seekor kambing. Yang bisa peroleh dari 
publikasi nikah itu adalah agar terhindar dari fitnah dan buruk sangka orang lain 
kepada yang bersangkutan, sekaligus menutup adanya kemungkinan yang 
bersangkutan (khususnya istri) diminati oleh orang lain. Walaupun demikian, 
mungkin dalam satu kasus nikah Sirri itu dianggap perlu karena pertimbangan-
pertimbangan kemaslahatan bersama, baik dari pihak suami atau pihak istri. Artinya 
nikah Sirri itu dilakukan dalam rangka penyelamatan yang bersangkutan dari 
kemungkinan sesuatu mudarat apabila nikah Sirri itu cepat-cepat dipublikasikan.27 
 
 
 
                                                          
27M Tahir Maloko, perspektif Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri pdf. h. 232 
http://akmapala09. blogspot.com.html (24 November 2017) 
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E. Analis Penulis  
Analisis Faktor Penyebab Nikah Sirri di Kecamatan Panakkukang Kota 
Makassar. 
Berdasarkan penelitian terhadap beberapa pasangan pernikahan Sirri yang 
diperoleh melalui wawancara, terungkap bahwa alasan melakukan nikah bawah 
tangan yakni sebagai berikut : 
1. Mahalnya biaya perkawinan  
Dalam budaya atau adat kebiasaan prosesi pernikahan di kota Makassar 
diawali dengan uang panai Disamping itu kondisi ekonomi pasangan 
pernikahan siri ini sangat kurang, yang hanya cukup untuk biaya 
kebutuhan sehari-hari. 
2. Kendala pada masa studi  
Adapun alasan pokok dari para pelajar tentang masalah ini adalah 
tanggapan bahwa perkawinan merepotkan studi, dan malu dengan 
masyarakat dalam masa studi atau teman sekolah dan guru-gurunya. 
 
3. Kurangnya pendidikan dan pemahaman ajaran agama  
Hal ini dapat dilihat dari rata-rata pelaku nikah dibawah tangan yakni 
berpendidikan SD, sehingga pemahaman dan pengetahuan tentang hukum 
Islam (dalam hal ini hukum nikah) kurang, dan sebatas pada apa yang 
diberikan oleh tokoh agama dan ulama yang ada disekitarnya. 
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Sedangkan tujuan yang ingin dicapai oleh para pelaku nikah bawah tangan itu 
adalah sebagai berikut : 
a. Tujuan yang bersifat normatif  
Yang termasuk dalam kategori ini adalah keinginan untuk melegalkan 
perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan karena belum menikah. 
Didalamnya tersirat pengertian bahwa dengan menikah Sirri berarti 
perbuatan yang semula dianggap maksiat, dosa, dan mengakibatkan 
perasaan bersalah itu berubah statusnya menjadi tindakan atau perbuatan 
yang sah, halal bahkan berpahala. Dalam konteks ini, banyak sekali 
perbuatan yang menurut norma agama dilarang dilakukan oleh laki-laki 
dan perempuan karena belum menikah, seperti bersama-sama di tempat 
yang sepi tanpa mahram, bermesraan, berciuman, dan bersetubuh. 
Perbuatan-perbuatan tersebut akan berubah statusnya menjadi sah, halal 
bahkan berpahala melakukannya setelah yang bersangkutan menikah. Jadi, 
dalam konteks ini nikah bawah tangan berfungsi sebagai lembaga 
sekaligus alat untuk melegalisasi perbuatan-perbuatan tertentu bagi para 
pelakunya. 
b. Tujuan yang bersifat psikologis  
Dalam kategori ini, nikah bawah tangan lebih untuk memperoleh 
ketenangan atau ketenteraman jiwa. Tujuan ini dapat dimengerti karena 
semua orang yang normal menghendaki agar jiwanya senantiasa tenang 
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dan tentram. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa hampir semua pelaku 
nikah bawah tangan mengharapkan aspek ini, seperti untuk mengatasi 
perasaan gelisah, khawatir berbuat dosa, dan lain-lain yang 
mengindikasikan adanya tujuan ini. 
c. Tujuan yang bersifat biologis  
Yang tergolong dalam kategori ini adalah untuk memperoleh pengaturan 
dan kepuasan seksual. Memang, nikah bukanlah satu-satunya cara 
memenuhi kebutuhan vital ini. Akan tetapi dalam masyarakat yang taat 
pada ajaran agama dan adat yang tidak membolehkan budaya seks bebas 
dan kumpul kebo, pernikahan ini merupakan alternatif untuk memenuhi 
kebutuhan tersebut. 
d. Tujuan yang bersifat sosial ekonomis  
Tujuan sosial tercermin dari keinginan mereka, untuk merahasiakan 
pernikahannya. Hal ini terjadi pada pasangan nikah bawah tangan yang 
masih kuliah. Mereka menganggap bahwa nikah akan mengganggu dan 
menghambat kelancaran studinya. Sedangkan tujuan ekonomis keinginan 
agar terkirim uang dari orang tua atau yang membiayainya tetap lancar 
dan tidak dihentikan.  
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BAB V 
PENUTUP 
A.  Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan yang penyusun kemukakan di atas yang terdiri 4 bab 
tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah sirri dan Dampak pada 
Masyarakat di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar. Maka penyusun dapat 
mengambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Kecendrungan praktek Nikah Sirri yang dilakukan oleh masyarakat di 
kecamatan panakkukang Kota Makassar, melihat kepada alasan-alasan dan 
diagnose meraka melakukan pernikahan Sirri tersebut faktor penyebab 
dari beberapa aspek diantaranya. Faktor ekonomi, Faktor pendidikan, 
Faktor agama, Kurangnya pengatahuan Hukum, Faktor dari orang itu 
sendiri yang berkeinginan melakukan pernikhan sirri. Praktek nikah Sirri 
tidak lepas dari pengawasan penghulu dan mereka juga memanfaatkan  
untuk mengurus semua kebutuhan pernikahan tersebut, meski sah menurut 
Hukum Islam, namun Nikah sembunyi-sembunyi atau Nikah Sirri tidak 
barokah dan luput dari perlindungan Hukum perkawinan 
2. Dampak pernikahan sirri terhadap masyarakat di kecamatan panakkukang 
Kota Makassar adalah dua faktor yaitu dampak positif dan dampak 
negatifnya. Adapun dampak positifnya adalah : 
a. Terhindar dari perbuatan zina  
b. Mempunyai nilai ibadah 
  
 
c. Terhindar dari fitnah masyarakat. 
Dampak negatifnya : 
a. Istri diakui sebagai istri yang tidak sah  
b. Isrtri tidak berhak atas nafkah dan warisan  
c. Istri tidak berhak atas harta gono gini 
d. Anak tidak diakui sebagai anak yang sah 
e. Anak tidak mempunyai akta kelahiran  
f. Anak tidak berhak atas biaya kehidupan, pendidikan, nafkah dan 
warisan dari ayahnya. 
B. Implikasi Penelitian  
1. Untuk meminimalisir munculnya angka pernikahan sirri di Kecamakatan 
Panakkukang Kota Makassar 
2. Untuk memberikan penyadaran baru terhadap masyarakat di Kecamakatan 
panakkukang Kota Makassar. Bahwa pernikahan harus dilakukan sesuai 
aturan agama dan Undang – Undang yang telah ditetapkan oleh 
pemerintah. 
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LAMPIRAN – LAMPIRAN 
 
 
 
 
 
 
 
Pedoman wawancara 
Tokoh masyarat/ tokoh Agama  
Judul : “ Tinjuan Hukum Islam terhadap Nikah Sirri dan Dampak Pada Masyarat di     
Kecamatan Panakkukang Kota Makassar” 
1. Bagaimana pendapat bapak mengenai pernikahan Sirri ? 
2. Apakah Nikah Sirri itu Sah tampa sepengetahuan atau Izin Wali nazab ? 
3. Apakah ada syarat tertentu untuk melakukan pernikahan Sirri ? 
4. Bagaimana pelaksanaan melakukan pernikahan Sirri ? 
5. Apa yang menyebabkan Nikah Sirri ? 
6. Apa dampak dari pernikahan sirri ? 
7. Apakah ada dalil yang melarang atau mengizinkan orang yang melakukan 
pernikahan sirri ? 
 
 
 
Pedoman Wawancara. 
Masyarakat yang melakukan pernikahan sirri 
Judul : “ Tinjuan Hukum Islam terhadap Nikah Sirri dan Dampak Pada Masyarat di     
Kecamatan Panakkukang Kota Makassar” 
1. Siapa Nama lengkap bapak/ibu ? 
2. Berapa Umur bapak/ibu ? 
3. Pendidikan terakhir bapak/ibu ? 
4. Apa pekerjaan bapak/ ibu ? 
5. Apa agama anda ? 
6. Apa alasan anda melakukan pernikahan sirri ? 
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